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ABSTRACT

Denimah, 2021. Role of Australia-Indonesia Bilateral Cooperation through
MAMPU Program (Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and
Women’s Empowerment) for Supporting Indonesia to Achieve Sustainable
Development Goals in 2017-2020, Undergraduated Thesis Department of
International Relations Faculty of Social and Political Sciences State Islamic
University of Sunan Ampel Surabaya.

Keywords: Bilateral Cooperation, Role, Program MAMPU, Sustainable
Development Goals.

Indonesia with all its shortage needs a great development partner in order to
achieve sustainable development goals. For that reason, Australia is the one.
Moreover, they had a long and commited bilateral relations. Therefore, MAMPU
Program is created. This study aims to describe the role of MAMPU Program for
supporting Indonesia to achieve the SDGs in 2017-2020 through qualitative-
descriptive research method and supported by bilateral cooperation and SDGs
concept analysis. The data mining are gained by interview and library research
method. The study finds that MAMPU Program is the manifestation of Australia
and Indonesia national interest and it has support 7 from 17 goals of SDGs.

ABSTRAK

Denimah, 2021. Peran Kerjasama Bilateral Australia-Indonesia melalui Program
MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan) dalam Mendukung Tercapainya Sustainable
Development Goals di Indonesia tahun 2017-2020, Skripsi Program Studi
Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: Kerjasama Bilateral, Peran, Program MAMPU, Sustainable
Development Goals.

Dalam mewujudkan sustainable development goals, Indonesia dengan segala
keterbatasannya membutuhkan mitra pembangunan yang tepat. Dalam hal ini,
Australia memiliki kapasitas yang cukup baik untuk itu. Hubungan bilateral kedua
negara tersebut pun telah terjalin cukup lama dan cenderung kokoh. Oleh karena
itu terciptalah Program MAMPU. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan
peran kerjasama bilateral Australia-Indonesia melalui Program MAMPU dalam
mendukung tercapainya sustainable development goals di Indonesia tahun 2017-
2020 dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif dan didukung dengan
analisis konsep peran kerjasama bilateral dan sustainable development goals.
Penggalian data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil
penelitian mengemukakan bahwa 1) Kerjasama bilateral yang tercipta merupakan
wujud dari kepentingan dalam negeri Australia dan Indonesia 2) Program
MAMPU mendukung tercapainya 7 dari 17 tujuan SDGs di Indonesia.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi semakin mewarnai dinamika hubungan internasional
dengan mengharuskan negara-negara saling membantu memenuhi
kepentingan dalam negeri maupun komitmen global. Banyak sekali kerja sama
bilateral dan multirateral serta organisasi regional hingga internasional yang
tercipta untuk mendukung pemenuhan hal tersebut. Contohnya adalah
kerjasama bilateral Australia dan Indonesia.

Hubungan diplomatik Australia-Indonesia telah dimulai sejak awal
kemerdekaan Indonesia.? Karena Australia tergolong sebagai salah satu negara
pertama yang mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Meski
Australia-Indonesia memiliki perbedaan yang komprehensif, hubungan
keduanya relatif kokoh. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kesepakatan yang
telah dicapai yaitu Joint Declaration on Comprehensive Partnership Between
Australia and the Republic of Indonesia (2005) dan Lombok Treaty (2006).
Perjanjian tersebut berisi komitmen pengembangan hubungan bilateral dan
prinsip-prinsip penting seperti penghormatan kedaulatan nasional. Relasi
keduanya juga diperkuat dengan adanya high-level meetings.®

Untuk mewujudkan komitmen yang telah disepakati, Australia dan

2 “Australia”, Embassy of the Republic of Indonesia in Australia, diakses pada 17 April 2021,
https://kemlu.go.id/Australia/en/read/australia/2187/etc-menu.

% “Indonesia Country Brief”, Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade,
diakses pada 17 April 2020, https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/indonesia-country-brief.


https://kemlu.go.id/Australia/en/read/australia/2187/etc-menu
https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/indonesia-country-brief

Indonesia menjalin banyak kerjasama diberbagai bidang; ekonomi, keamanan,
people to people links, sosial dan budaya. Di lingkup Internasional, keduanya
juga tergabung dalam beberapa perjanjian atau organisasi yang sama seperti
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

United Nations (UN) atau PBB merupakan organisasi internasional
yang dibentuk tahun 1945, setelah Perang Dunia Il berakhir, dan saat ini
beranggotakan 193 negara. Tujuan atau area kerja dari organisasi ini adalah
menciptakan keamanan dan perdamaian dunia, melindungi Hak Asasi
Manusia (HAM), menyalurkan bantuan kemanusiaan, mendukung
pembangunan berkelanjutan dan mengatasi permasalahan perubahan iklim,
serta menegakkan hukum internasional.* PBB seringkali diposisikan sebagai
aktor maupun media untuk mengatasi permasalahan global. Oleh karena itu
hingga saat ini banyak sekali resolusi dan kesepakatan yang telah dikeluarkan

oleh PBB.
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4 “Our Work”, United Nations, diakses pada 17 April 2021, https://www.un.org/en/our-work.


https://www.un.org/en/our-work

Salah satu resolusi dari PBB adalah The Agenda 2030 for Sustainable
Development (SDGs). SDGs merupakan kebijakan lanjutan dari pelaksanaan
Millennium Development Goals (MDGs) (2000-2015). SDGs berisi 17 tujuan
dengan 169 target yang mendesak sehingga mengharuskan negara-negara
untuk berkerjasama mewujudkan tujuan tersebut demi menciptakan kehidupan
yang damai dan makmur.® Sebagai penyempurna MDGs, beberapa agenda
yang belum sempat dicapai pada MDGs akan dilanjutkan dalam pelaksanaan
SDGs. Melalui SDGs diharapkan akan menciptakan sistem kehidupan yang
mampu menjaga dan menjamin peningkatan kualitas hidup dari setiap
generasi.’

Pada Sidang Umum PBB bulan September tahun 2015 agenda global
ini diadopsi oleh seluruh negara anggota, termasuk Australia dan Indonesia.
Namun dalam mencapai SDGs, Indonesia dan Australia memiliki perbedaan
kondisi yang cukup jauh. Sebagai negara maju, Australia lebih mudah
mencapai SDGs. Hal ini dapat dilihat dari posisi Australia yang selalu berada
di 40 besar dalam SDGs Index tahun 2016-2019 dibanding Indonesia yang
hanya berada di 105 besar di tahun 2016-2019.

Sebagai negara maju, Australia telah berkomitmen untuk turut
mempromosikan SDGs.” Hal ini dilakukan salah satunya karena Australia
percaya bahwa di dunia yang kertergantungan, berinvestasi dalam

pembangunan negara lain dapat membantu mengurangi dampak negatif pada

° “The 17 Goals History”, United Nation Department of Economic and Social Affairs Sustainable
Development, diakses pada 18 April 2021, https://sdgs.un.org/goals.

6 «“Sekilas SDGs: Latar Belakang SDGs”, Bappenas, diakses pada 6 Mei 2021,
http://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/.

7 Australian Government, 2017 Foreign Policy White Paper (2017) 87.


https://sdgs.un.org/goals
http://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/

keamanan negaranya.® Dari 17 tujuan yang ada, Australia turut
mempromosikan tujuan yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan.

Sebagai salah satu tujuan SDGs, isu Kkesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan telah lama digaungkan oleh pemerintah Australia.
Julie Bishop, mantan menteri luar negeri Australia, berpendapat bahwa
memberdayakan perempuan adalah satu dari sekian banyak cara terbaik untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencapai perdamaian hingga
keamanan.® Keseriusan Australia dalam mendukung perempuan mendapatkan
hak nya juga tercermin dalam 4 komitmen yang tertulis di strategi
pemberdayaan wanita dan keseteraan gender, antara lain;

1. Menyelaraskan kebijakan luar negeri Australia dengan kesetaraan

gender dan pemberdayaan perempuan.

2. Mengkombinasikan bantuan investasi perdagangan dan diplomasi

ekonomi dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

3. Berinvestasi dalam kesetaraan gender melalui program

pembangunan Australia.

4. Mempromosikan kesetaraan gender dalam Kkebijakan, praktik

perusahaan (kerja) dan sumber daya manusia.

Sedangkan di Indonesia, SDGs telah disinergikan ke dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan akan

8 1bid., 87 - 88.
® Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, Gender Equality and Women'’s
Empowerment Strategy, (February 2016) 3.



dilanjutkan dan lebih ditingkatkan dalam RPJMN 2020-2024.1° Namun untuk
mewujudkan tujuan SDGs yang sangat sistematis dan luas diperlukan mitra
pembangunan yang tepat, baik dari platform pemerintah hingga lembaga
swadaya masyarakat. Terlebih untuk mewujudkan tujuan yang berkaitan
dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Fakta di lapangan menunjukan bahwa kondisi perempuan di Indonesia
memang sangat jauh dari kriteria tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Pada 2015, United Nation Development Program menyatakan bahwa hanya
55% perempuan Indonesia yang memiliki pekerjaan formal, dibandingkan
dengan laki-laki sebesar 83%.'! Hal ini diperkuat dengan data pada tahun
2017 yang menyatakan bahwa perempuan di Indonesia mengalami hambatan
hukum dan diskriminasi dalam bidang ekonomi dengan presentase 51%.?
Adanya permasalahan ini tentu tidak sesuai dengan tujuan SDGs nomor 1.4
dan 16.3.

Di tahun 2016, Survey Women’s Health and Life Experience
melaporkan bahwa satu dari tiga wanita usia 15-64 tahun di Indonesia,
mengaku pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dalam hidupnya.
Hal ini didukung dengan data kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dari

tahun 2012 hingga 2017 vyang fluktuatif bahkan cenderung naik.

10 “Kolaborasi dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Indonesia”,
Kementerian PPN/Bappenas, 23 Desember 2018, diakses pada 18 April 2021,
http://sdgs.bappenas.go.id/kolaborasi-dalam-mencapai-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-
tpbsdgs-di-indonesia/.

11 Program MAMPU, Info kit MAMPU 2012-2020 (2019) 8.

12 “Gender Equality Context in Indonesia”, Equal Measures 2030, diakses pada 21 April 2021,
https://data.em2030.org/countries/indonesia/.
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Grafik 1.1

Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2012-2017
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Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan ini tentu tidak sesuai dengan
SDGs nomor lima, yaitu mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan dan anak perempuan.

Permasalahan lainnya terletak pada partisipasi perempuan di bidang
politik, tercatat pada tahun 2009-2014 hanya terdapat 18.04% keterwakilan
perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.’®* Rendahnya
perwakilan perempuan di bidang politik ini tidak mencerminkan SDGs nomor
5.5. Kompleksitas isu perempuan di Indonesia juga semakin rumit karena
adanya beragam budaya, agama, dan ras sehingga menciptakan kebiasaan dan
pandangan hidup yang berbeda-beda.

Pada tahun 2016 Indonesia berada di peringkat 105 dari 159 negara

dalam Indeks Ketidaksetaraan Gender. Hal ini menjadi bukti bahwa

13 Pinter Politik, “Infografis: Menanti Kiprah Kartini di DPR RI”, April 21, 2021, diakses pada 21
April 2021, https://www.pinterpolitik.com/infografis/menanti-kiprah-kartini-di-dpr-ri.


https://www.pinterpolitik.com/infografis/menanti-kiprah-kartini-di-dpr-ri

perempuan di Indonesia masih jauh tertinggal dalam hal pencapaian
pendidikan, partisipasi angkatan kerja dan politik, dibandingkan dengan laki-
laki. Isu kemiskinan juga menjadi salah satu latar belakang perempuan
mengalami hambatan dalam mendapatkan hak-hak nya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai negara dengan middle-income
yang sedang berkembang dan ingin meningkatkan taraf perekonomian dan
sosial, Indonesia tentu memiliki beberapa tantangan dan hambatan seperti
yang telah disebutkan, untuk mewujudkan The Agenda 2030 for Sustainable
Developments (SDGs). Oleh karena itu, Australia melalui Department Foreign
Affairs and Trade turut membantu Indonesia mengatasi permasalahan
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan guna mencapai tujuan
pembangunan berkelanjutan (SDGSs).

Australia dan Indonesia melalui Program MAMPU (Maju Perempuan
Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan atau Australia-Indonesia
Partnership for Gender Equality and Women's Empowerment) mendukung
perempuan (khususnya perempuan yang terpinggirkan) di Indonesia untuk
meningkatkan kepemimpinan dan memperluas akses di segala bidang serta
mendukung tercapainya sustainable development goals yang terkait.*
Program MAMPU merupakan salah satu wujud nyata komitmen Pemerintah

Australia untuk mendorong perkembangan kesetaraan gender di Indonesia.*®

14 «“Tentang MAMPU”, Program MAMPU, diakses pada 21 April 2021,
https://immww.MAMPU.or.id/tentang-kami/.

15 Kedutaan Besar Australia di Indonesia, “Australia dan Indonesia Bekerja sama dalam
Pemberdayaan Perempuan”, Maret 6, 2016, diakses pada 6 Mei 2021,
https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM16_015.html.
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Program MAMPU terbagi menjadi dua fase. Pada fase I (April 2013-
Juni 2016) Program MAMPU merupakan akronim dari Maju Perempuan
Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan dengan fokus ke dalam
perbaikan peraturan dan layanan pemerintah guna meningkatkan akses
perempuan miskin pada layanan publik serta mendapatkan penghidupan yang
lebih baik.'® Fase I diluncurkan pada April 2013 dengan penandatanganan
Subsidiary Arrangement yang sudah dilengkapi dengan design dari Program
MAMPU itu sendiri.’” Design dari Program MAMPU merupakan hasil
kesepakatan dari kedua negara terkait yang telah didiskusikan sebelumnya
guna memastikan bahwa program ini sesuai dengan strategi prioritas
pembangunan nasional Indonesia.

Lalu fase Il (Juli 2016-Desember 2020), diresmikan pada 25 Januari
2017 dengan penandatanganan Subsidiary Arrangement yang baru. Program
MAMPU fase Il fokus menyempurnakan dan menguatkan kebijakan dan
layanan di skala yang lebih luas dengan harapan dapat memperbesar dampak
yang tercipta agar tidak hanya meningkatkan akses perempuan miskin saja,
tetapi juga mendukung tercapainya kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan serta tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang terkait.8

Oleh karena itu, pada fase IlI, nama lain dari Program MAMPU adalah

16 Annisa Bunga Damayanti, “Implementasi Program MAMPU sebagai Upaya Penanggulangan
Kemiskinan Berbasis Gender di Indonesia” (Skripsi,Universitas Muhammadiya Malang, 2019) 26-
27.

17 Ayun, wawancara oleh penulis, 25 Juni 2021.

18 Kementerian PPN/Bappenas, “Penandatanganan Subsidiary Arrangement Program MAMPU
Kemitraan Australia dan Indonesia untuk Pemberdayaan Perempuan Fase II”, Januari 25, 2017,
diakses pada 24 April 202, https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-
pers/penandatanganan-subsidiary-arrangement-program-MAMPU-kemitraan-australia-dan-
indonesia-untuk-pemberdayaan-perempuan-fase-ii/.
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Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan.

Program MAMPU bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil
atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang disebut sebagai Mitra
MAMPU, untuk menjangkau perempuan yang terpinggirkan. Mitra MAMPU
akan mendapatkan penguatan kapasitas, perluasan jaringan, dan akan
dihubungkan dengan para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan
strategis.*®

Dalam praktiknya, Mitra MAMPU yang telah memiliki kapasitas yang
cukup, akan memberdayakan perempuan melalui kegiatan-kegiatan yang
sesuai dengan bidang yang dikuasai oleh Mitra MAMPU. Melalui
pemberdayaan tersebut, diharapkan akan meningkatkan pengaruh dan suara
perempuan di Indonesia. Para perempuan yang telah berdaya akan lebih
mudah memperjuangkan hak-haknya sehingga dapat meningkatkan akses
kepada program-program yang dirasa relevan dengan kebutuhannya.

Program MAMPU bersama mitra nya bekerja di lima area tematik
yaitu peningkatan akses perlindungan sosial, perbaikan kondisi Kkerja,
perlindungan buruh migran, peningkatan kesehatan dan gizi perempuan, dan
pengurangan kekerasan terhadap perempuan. Lima area tematik ini dipilih
berdasarkan kesepakatan pemerintah Indonesia dan Australia yang telah

disinergikan dengan agenda kebijakan prioritas kedua negara serta disesuaikan

19 “Tentang MAMPU”, Program MAMPU, diakses pada 6 Mei 2021,
https://imww.MAMPU.or.id/tentang-kami/
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dengan kapasitas Mitra MAMPU vyang terlibat. Oleh karena itu, lima area
tematik ini berjalan dari awal (2013) hingga akhir (2020) Program MAMPU.%

Kerangka kerjasama Program MAMPU baik fase | maupun fase II,
sama-sama berada dibawah naungan Department of Foreign Affairs and Trade
(DFAT Australia) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI
(Bappenas Indonesia). Perbedaan dari kedua fase tersebut terletak pada fokus
dan tujuan dari program ini. Pada fase | inti dari Program MAMPU adalah
untuk penanggulangan kemiskinan. Sedangkan pada fase Il adalah untuk
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sehingga dapat mendukung
tercapainya SDGs yang terkait.?*

Dengan adanya kerjasama Australia-Indonesia melalui Program
MAMPU yang mengangkat lima area tematik sesuai dengan SDGs, serta
mengingat kesungguhan komitmen Australia dalam hal kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan, diharapkan Program MAMPU dapat mendukung

Indonesia dalam mencapai agenda global tersebut.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemamparan latar belakang masalah penelitian, maka
rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Bagaimana peran kerjasama bilateral Australia-Indonesia melalui
Program MAMPU dalam mendukung tercapainya Sustainable

Development Goals (SDGSs) di Indonesia tahun 2017-2020?

20 program MAMPU, Strategic Plan 2017-2020 (2018) 5
21 Ayun, wawancara oleh penulis, 25 Juni 2021.



C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini
adalah untuk menganalisis peran kerjasama bilateral Australia-Indonesia
melalui Program MAMPU dalam mendukung tercapainya SDGs di Indonesia

pada tahun 2017-2020.

D. Manfaat Penelitian
Temuan penelitian diharapkan dapat bermanfaat pada:
1. Manfaat Teoritik
Hasil dan temuan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk
menjadi bahan rujukan bagi karya ilmiah selanjutnya yang membahas
mengenai Program MAMPU dan pendalaman wawasan mengenai
studi Hubungan Internasional khususnya peran kerjasama bilateral dan
sustainable development goals.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai tolak ukur
pencapaian Program MAMPU di Indonesia serta sebagai referensi
kebijakan yang akan diambil selanjutnya oleh Indonesia guna
menciptakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sesuai

tujuan pembangunan berkelanjutan.



E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini akan mengulas tentang peran kerjasama bilateral
Australia-Indonesia melalui Program MAMPU dalam mendukung tercapainya
SDGs di Indonesia tahun 2017-2020. Meski Program MAMPU telah hadir
sejak tahun 2013, penelitian yang menulis mengenai topik ini tergolong
jarang. Berikut adalah ulasan penelitian terdahulu sebagai bahan pembanding
dan atau pelengkap dari penelitian ini.

Pertama, penelitian ditulis oleh Lindie Rutry Wurangin yang berjudul
“Indonesia-Australia Development Cooperation in Reducing Poverty by
Empowering Women in Indonesia: A Case Study of Empowering Indonesian
Women for Poverty Reduction or Maju Perempuan Indonesia untuk
Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) Program (2012-2015)” pada tahun
2017 dalam bentuk Skripsi yang diajukan pada program studi Hubungan
Internasional Univeristas Presiden.

Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana strategi serta peran
Program MAMPU dalam membantu Indonesia keluar dari masalah
kemiskinan berbasis gender. Hasil penelitian memaparkan bahwa terdapat
lima strategi dari Program MAMPU untuk mendukung pengurangan
kemiskinan di Indonesia yaitu, meningkatkan akses perempuan pada program
perlindungan sosial dan mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses
perempuan terhadap dunia ketenagakerjaan, mengurangi kekerasan terhadap

perempuan, mengembangkan perlindungan terhadap perempuan pekerja



migrant, memperkuat akses perempuan terhadap kesehatan reproduksi dan
kehamilan.

Penelitian kedua ditulis oleh Julita Silaban pada tahun 2017 yang
berjudul “Kemitraan Indonesia-Australia melalui Program Maju Perempuan
Indonesia  untuk  Penanggulangan  Kemiskinan (MAMPU)  untuk
Pemberdayaan Perempuan”. Skripsi ini diajukan kepada program studi
Hubungan Internasional Universitas Komputer Bandung. Penulis menjelaskan
tentang dampak serta manfaat Program MAMPU dalam meningkatkan
pemberdayaan perempuan di Indonesia pada tahun 2012-2016. Hasil
penelitian menyatakan bahwa dengan adanya Program MAMPU pada fase |,
terjadi peningkatan taraf hidup bagi perempuan yang telah menjadi anggota
organisasi yang bermitra atau didukung oleh Program MAMPU.

Ketiga, terdapat penelitian dari ST. Nasira B. yang berjudul
“Pemberdayaan Perempuan Melalui Program MAMPU (Studi Kasus di
Yayasan LP2EM Kota Parepare)”. Skripsi ini ditulis pada tahun 2017 dan
diajukan kepada jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama
Islam Parepare. Penulis menjelaskan bahwa terdapat dampak positif bagi
penghidupan masyarakat miskin akibat dari adanya pemberdayaan perempuan
melalui Yayasan LP2EM Kota Parepare yang merupakan Mitra MAMPU.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa bentuk pemberdayaan
perempuan yang dilakukan adalah penguatan ilmu pengetahuan dengan
tahapan; penyadaran, pengkapasitasan, dan pendampingan terhadap kelompok

perempuan Yyang nantinya kelompok ini akan menjadi leader dalam



perbaikan penghidupan di lingkungan sekitarnya. Adanya pendampingan dari
Yayasan LP2EM kepada kelompok perempuan juga memperkuat bantuan
kepada masyarakat miskin dalam hal perolehan bantuan dari pemerintah.

Keempat, terdapat penelitian dari Catur Hasan Pamungkas yang
berasal dari program studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas
Mulawarman. Artikel ini berjudul “Peran Australian Agency of International
Development (AUSAID) melalui Program MAMPU dalam Pemberdayaan
Perempuan di Indonesia.” Artikel ini dimuat dalam Jurnal Hubungan
Internasional Universitas Mulawarman volume 6 nomor 3 tahun 2018. Penulis
mengulas tentang bagaimana peran AUSAID dalam memberdayakan
perempuan di Indonesia melalui Program MAMPU yang ditinjau dari konsep
organisasi internasional dan pemberdayaan perempuan.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa AUSAID berperan sebagai
aktor yang bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat, pemerintah dan
parlemen Indonesia, serta stakeholder lainnya di tingkat nasional dan regional
untuk memperbaiki akses dan peraturan bagi perempuan miskin di lima area
tematik yaitu akses program sosial, diskriminasi di tempat kerja, migrasi yang
aman bagi perempuan pekerja migran, kesehatan reproduksi dan kehamilan,
dan kepemimpinan perempuan untuk mengurangi kekerasan terhadap
perempuan.

Kelima, terdapat penelitian yang ditulis pada tahun 2019 oleh Annisa
Bunga Damayanti dengan judul “Implementasi Program MAMPU sebagai

Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Gender di Indonesia”. Skripsi



yang diajukan pada program studi Hubungan Internasional Universitas
Muhammadiyah Malang ini menjelaskan bahwa Indonesia menghendaki
kerjasama bersama Australia melalui Program MAMPU sebagai bentuk usaha
memperbaiki standar hidup perempuan di Indonesia. Hasil penelitian
mengemukakan bahwa Program MAMPU mencerminkan kepentingan dalam
negeri Indonesia yaitu bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan dan
kekerasan terhadap perempuan serta memberdayakan perempuan.

Penelitian keenam ditulis oleh Desi Annisa Putri pada tahun 2019
dengan judul “Kerjasama Australia-Indonesia melalui Program MAMPU
dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia (2014-
2018)”. Skripsi ini menjelaskan bahwa dengan adanya Program MAMPU
terjadi peningkatan dan perkembangan akses layanan bagi perempuan korban
kekerasan di Mitra MAMPU.

Dalam kurun waktu 2014 hingga 2018, Mitra MAMPU telah berjalan
di 17 Provinsi di Indonesia dengan total 16.747 kasus. Adapun bentuk
penanganan atau upaya untuk menyelesaikan dan atau mengurangi kasus
kekerasan terhadap perempuan yaitu memberikan dukungan finansial dan
teknis untuk mitra MAMPU, membentuk komunitas perempuan dan
melatihnya menjadi paralegal, melakukan kampanye dan advokasi publik,
meningkatkan akses layanan konseling, pendampingan hukum, dan rujukan di
mitra MAMPU, serta pengumpulan data untuk advokasi perlindungan di
bidang hukum. Namun hasil penelitian mengemukakan bahwa upaya tersebut

belum bisa mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.



Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Galang Hong Prakasa dengan judul
“Peran Australia Agency for International Development (AUSAID) melalui
Australia-Indonesia Partnership (AIP) dalam Pembangunan Pendidikan di
Lombok” ini diajukan kepada program studi Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2018.  Penelitian ini
mengemukakan bahwa terdapat empat komponen utama dari bantuan AIP
dalam bidang pendidikan di Lombok Tengah yaitu school construction and
expansion, education personnel professional development, private Islamic
school (madrasah) quality improvement, dan analytical and capacity
development partnership. Hasil penelitian mengemukakan bahwa empat
komponen tersebut merupakan bentuk upaya untuk mengembangkan
pendidikan di Lombok Tengah.

Kedelapan, terdapat penelitian dari Ratih Probosiwi yang berjudul
“Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial”.
Artikel ini dimuat dalam Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara volume 3
nomor 1 tahun 2015. Artikel ini membahas tentang pemberdayaan perempuan
untuk pembangunan kesejahteraan sosial yang dapat diwujudkan melalui
usaha kelompok. Hasil penelitian mengemukakan bahwa diperlukan kebijakan
pengarusutamaan gender dan pelibatan perempuan dalam bidang
pembangunan. Kebijakan yang dikeluarkan nantinya akan menjadi dasar
jaminan bagi perempuan untuk dapat bertahan hidup dan menjalankan fungsi

sosialnya dengan baik.



Penelitian kesembilan ditulis oleh Muhammad Nur Taufig dan Refti
Handini Lestiyani yang berasal dari program studi Sosiologi Universitas
Negeri Surabaya, dengan judul “Pembangunan Berbasis Gender
Mainstreaming (Studi Analisis Gender Implementasi Program Gender Watch
di Gresik”. Artikel ini dimuat dalam Jurnal Paradigma volume 4 nomor 3
tahun 2017. Penulis membahas tentang dampak dari pemberdayaan
perempuan terhadap tingkat partisipasinya dalam pembangunan. Hasil
penelitian mengungkapkan bahwa perlu adanya kebijakan yang fokus pada
gender mainstreaming guna mencapai kesetaraan dan keadilan dalam
pembangunan bagi perempuan.

Kesepuluh, penelitian yang ditulis oleh Nadya Kharimah dengan judul
“Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan melalui Gender
Mainstreaming (Studi Kasus Workshop Pemberdayaan Mubalighat | oleh
Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Skripsi ini
diajukan kepada jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis membahas mengenai
dampak dari workshop yang dilakukan PSW UIN Syarif Hidayatullah
terhadap pemberdayaan mubalighat (perempuan penyiar/pendakwah agama
islam). Hasil penelitian mengemukakan bahwa para mubalighat yang terlibat
merasa mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru serta menjaga
silaturahmi.

Dari ulasan penelitian terdahulu yang telah dicantumkan, penelitian-

penelitian di atas tentu memiliki perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh



penulis. Penelitian ini berusaha mengulik peran dari sebuah kerjasama
bilateral yang dalam hal ini diwujudkan dalam Program MAMPU dengan
konsep kerjasama bilateral. Selain itu, penelitian ini juga menguji sejauh mana
kesesuaian Program MAMPU dalam mencapai tujuannya yaitu mendukung
tercapainya SDGs di Indonesia pada rentang waktu 2017-2020, sesuai dengan

rentang waktu Program MAMPU fase 1.

. Argumentasi Utama

Peneliti berasumsi bahwa kerjasama bilateral Australia-Indonesia
melalui Program MAMPU memiliki peran yang cukup signifikan terhadap
tercapainya SDGs di Indonesia pada tahun 2017-2020. Hal ini dikarenakan
pendekatan yang dipilih oleh Program MAMPU terbilang cukup efisien yaitu
dengan terjun langsung ke lapangan serta bermitra dengan organisasi
masyarakat sipil maupun lembaga pemerintah dan menghubungkan mereka
dengan pemangku kepentingan strategis hingga pembuat kebijakan di lingkup
desa, kabupaten, provinsi dan nasional. Di sisi lain, Program MAMPU juga
merupakan perwujudan dari salah satu kepentingan dalam negeri kedua negara
terkait, Australia sebagai negara maju yang berkomitmen untuk turut serta
mendukung SDGs khususnya berkaitan dengan HAM, kesetaraan gender, dan
pemberdayaan perempuan. Dan Indonesia saat ini sedang berusaha
mewujudkan target SDGs yang sangat komprehensif sehingga tidak mungkin

jika tidak menerima dan atau mencari bantuan dari negara lain.



G. Sistematika Pembahasan

Guna memperjelas sistematika dalam penulisan hasil skripsi ini, maka
berikut uraian sistematika pembahasan:
BAB | Pendahuluan

Pada bab pertama, penulis akan menyajikan latar belakang dan
rumusan masalah penelitian serta manfaat dan tujuan penelitian. Lalu terdapat
tinjauan pustaka yang merupakan referensi penelitian yang sudah ada.
Berikutnya terdapat argumentasi utama yang menjadi dasar penelitian ini dan
yang terakhir pada bab ini juga menyajikan sistematika pembahasan
penelitian.
BAB Il Landasan Konseptual

Pada bab kedua menyajikan landasan konsep yang digunakan dalam
penelitian ini antara lain yaitu konsep Kerjasama Bilateral untuk menjelaskan
bagaimana kerjasama antara Australia dan Indonesia berperan. Kemudian
penulis menggunakan konsep Sustainable Development Goals sebagai
pendekatan bagi isu perempuan yang dikerjakan Program MAMPU yang
dipandang sebagai salah satu isu prioritas dalam penelitian ini. Selanjutnya
terdapat definisi konseptual yang mencakup deskripsi atau pengertian dari
variable penelitian yang terdapat dalam judul.
BAB |1l Metode Penelitian

Pada bab ketiga menjelaskan mengenai metode penelitian yang

digunakan oleh penulis.



BAB IV Penyajian dan Analisis Data

Pada bab keempat yang merupakan bagian inti sebagai jawaban dari
rumusan masalah, penulis akan menyajikan data terkait dinamika hubungan
bilateral Australia-Indonesia, deskripsi pencapaian SDGs di Indonesia dan
deskripsi realisasi Program MAMPU. Kemudian analisis Peran Kerjasama
Bilateral Australia-Indonesia melalui Program MAMPU dalam mendukung
tercapainya SDGs di Indonesia tahun 2017-2020 yang telah disinergikan
dengan konsep kerjasama bilateral dan SDGs.

BAB V Kesimpulan dan Saran
Pada bab kelima merupakan penutup yang menyajikan kesimpulan dari

hasil penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.



BAB |1

LANDASAN KONSEPTUAL

A. Kerjasama Bilateral

Dalam konteks hubungan internasional, relasi yang terjalin antar dua

negara disebut sebagai hubungan bilateral. Adanya hubungan antar negara ini

biasanya ditandai dengan adanya kantor kedutaan besar, consulate general,

representative office, front mission, maupun interest section di setiap negara

terkait.? Relasi yang tercipta ini dapat diartikan sebagai adanya hubungan

yang saling mempengaruhi dan atau timbal balik antara dua negara.?® Dalam

praktiknya, hubungan bilateral dapat dikelompokkan ke beberapa tipologi

sebagai berikut,

Tabel 2.1.1

Tipologi Hubungan Bilateral

Type

Causes

Consequences

Co-operative

Terdapat rasa saling percaya diri,

minim persaingan, mudah

bekerjasama, kanvas aksi besar.

Beberapa menjadi ‘mitra

strategis’. Contoh: Japan-

Australia, UK-South Africa.

Adanya hubungan diplomatik yang
erat, termasuk kerja sama substantif
dalam urusan ekonomi dan publik, dan
aliansi dan / atau kerja sama
keamanan; memiliki sedikit perbedaan;
dan memiliki tujuan strategis bersama.
Ini merupakan bentuk hubungan

terbaik.

Affinitive

Terdapat hubungan yang kuat

Ada kerjasama timbal balik yang kuat

22 G. R. Berridge, Diplomacy: Theory and Practice, 2"%ed (New York: Palgrave, 2002) 206.
23 Didi Krisna, Kamus Politik Internasional, (Jakarta: Grasindo, 1993) 18.
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antara etnis, kedekatan agama,
dan nilai-nilai lain, dan memiliki
sedikit konflik kepentingan.
Contoh: France-Canada,

Malaysia-UAE.

dan keinginan untuk bekerja sama,
terdapat banyak ruang untuk inisiatif
diplomatik. Kendalanya terletak pada
menerjemahkan nilai menjadi tindakan

yang saling menguntungkan.

Sejarah konflik masa lalu dapat
menggoyahkan hubungan,

meskipun tidak ada masalah atau

Memungkinkan untuk membangun
kerjasama yang sederhana, tetapi tetap
memiliki hubungan yang kompleks,
dan mungkin akan bergantung pada

negara ketiga karena sangat

Fragile and memungkinkan terciptanya gangguan
perselisihan yang sedang terjadi
unbalanced atau konflik. Negara yang lebih rendah
saat ini. Contoh: China-
akan mencari “keseimbangan” kepada
Mongolia, India-Nepal, Mexico-
negara kuat lainya. Dan bantuan
USA.
ekonomi yang digunakan oleh Negara
(terlibat) yang lebih kuat biasanya
tidak berfungsi.
Hubungan diplomatik tercipta pada
tingkat formal, tetapi hanya sedikit
Kerjasama yang tercipta sangat
kerjasama atau “pertukaran” yang
terbatas karena terdapat
berarti. Upaya untuk membangun
Wary, beberapa permusuhan, kendala
kerjasama mungkin bergantung pada
sometimes warisan sejarah, atau keluhan
memenangkan mitra yang lebih lemah.
hostile yang tidak terselesaikan.

Contoh: UK-Zimbabwe, Greece-

Turkey.

Hubungan seperti ini membutuhkan
perhatian serius di kedua sisi. Bantuan
dari people-to-people link mungkin

dapat membantu.




Terjadi perpecahan besar

berdasarkan sejarah, agama atau

Tidak adanya hubungan diplomatik,

atau jika ada, tidak menciptakan dialog

Deeply perselisihan lainnya, dan
antar negara yang berarti karena
adversarial memiliki masalah yang sama.
terdapat perselisinan besar yang sulit
Contoh: Israel-Palestine, India-
diselesaikan.
Pakistan, Iran-USA.
Hubungan yang berjarak dan Adanya globalisasi dapat membuka
kurang kesadaran dari kedua peluang baru untuk kerjasama sehingga
Work in belah pihak. Namun dapat dapat mengurangi jarak yang ada.
progress diatasi dengan upaya yang baru. | Contohnya melalui perdagangan dan
Contoh: Asian-Latin America kerjasama ekonomi serta kontrak
States antara aktor non-negara.
Sebagai anggota Keanggotaan dalam organisasi dapat
kelompok/organisasi regional, menjadi media mengatasi hambatan
negara tetangga dekat dapat untuk kerjasama bilateral yang lebih
Regional mengembangkan kecenderungan | erat. (ASEAN: Brunei — Vietnam;
affinitive baru dan minat bersama, baik SAARC: Bangladesh — Bhutan —
didorong oleh kelompok, atau Nepal; membangun jaringan
untuk mengatasi hambatan kerja | transportasi baru dengan India; juga
sama regional. menciptakan sub-grup BBIN).
Rendahnya interaksi di antara
Melalui isu global dapat menghasilkan
negara-negara kecil, khususnya
Low platform baru untuk aksi bersama
di Global South karena sumber
engagement (Alliance of Small Island States
daya diplomatik yang terbatas
(AOCSIS)).
dan minat yang minima.
Sumber: Kishan S. Rana dalam Bilateral Diplomacy: A Practitioner

Perspective (2020).




Berdasarkan tipologi di atas, dapat diketahui bahwa relasi yang terjalin
antar dua negara selalu berada pada salah satu dari dua jenis situasi yaitu
kerjasama atau konflik.?* Ketika dua negara terlibat secara intens, topik
pembicaraan mereka akan beragam dan untuk mewujudkan nya memerlukan
lebih banyak institusi lain yang terlibat, dan akan semakin meluas.?® Pola
interaksi hubungan bilateral ini dapat diidentifikasi sebagai Kerjasama
Bilateral.

1. Definisi Kerjasama Bilateral

Kerjasama bilateral merupakan bentuk hubungan bilateral yang
diwujudkan dalam sebuah kooperasi.?® Kerjasama bilateral dapat
dilakukan di banyak bidang; budaya, politik, pendidikan, ekonomi, sosial,
dan sebagainya. Tidak hanya itu, kerjasama bilateral juga dapat menjadi
media penyelesaian masalah yang menyangkut kedua negara terkait.?’
Dalam hal ini, terdapat pola yang telah tercipta sehingga dapat disebut
sebagai kerjasama bilateral yaitu, 1) Respon dan atau kebijakan aktual dari
negara pelopor; 2) Persepsi dari respon atau kebijakan tersebut oleh
pembuat keputusan di negara yang dituju; 3) Respon atau balasan (aksi)
dari negara penerima kebijakan; 4) Persepsi dari pembuat keputusan asal

negara pelopor.?

24 Agita Suryadi, “Kepentingan Indonesia Menyepakati Kerjasama Ekonomi dengan Slovakia
dalam Bidang Energi dan Infrastruktur”, Jom Fisip 2 No. 2 (Oktober 2015) 7.

% Kishan S. Rana, Bilateral Diplomacy: A Practitioner Perspective (DiploFoundation: 2002) 4.

26 Nur Muhamad Bagus Harpiandi, “Kerjasama Indonesia-Singapura di Bidang Ekonomi Digital
tahun 20177, (Skripsi, Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2019) 23.

27 Ibid., 23.

28 Yani dan Perwita, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2005) 42.



2. Jenis Kerjasama Bilateral

Terdapat banyak jenis kerjasama bilateral antar negara, bergantung

pada kepentingan dari masing-masing negara. Namun pada umumnya,

kerjasama bilateral dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan

kepentinganya di beberapa bidang yaitu;

a.

Bidang Politik, kerjasama yang menyangkut hubungan pemerintahan
antar negara. Yang biasanya ditandai dengan adanya pertemuan kepala
negara, atau pun kunjungan resmi seorang menteri.

Bidang Ekonomi, kerjasama yang berkaitan dengan perdagangan,
keuangan, perindustrian, pengelolaan sumber daya, dan lain-lain.
Contohnya seperti Free Trade Agreement dan Comprehensive
Economic Partnership Agreement.

Bidang Sosial Budaya, kerjasama yang berhubungan dengan
masyarakat dan budaya seperti kerjasama dalam penanggulangan
kemiskinan.

Bidang Pertahanan atau Militer, kerjasama yang berkaitan dengan
pertahanan keamanan negara, seperti yang ditandai dengan
mengadakan latihan militer bersama.

Bidang Pendidikan, kerjasama yang berhubungan dengan keilmuan
dan sekolah. Yang biasanya diwujudkan dengan adanya beasiswa
pertukaran pelajar/mahasiswa hingga beasiswa menyelesaikan

pendidikan disana.



f. lain-lain, seperti teknologi, transportasi, pariwisata, ketenagakerjaan,
infrastruktur, dan sebagainya sesuai kepentingan negara terkait.
3. Peran Kerjasama Bilateral

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara di dunia tidak dapat
berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Meningkatnya
ketergantungan dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan sebagainya juga
mendorong negara-negara melakukan kerjasama internasional, baik secara
bilateral maupun multirateral. Oleh karena itu, menurut Plano dan Olton,
hubungan kerjasama yang terjalin antar dua negara, tidak dapat dipisahkan
dari adanya kepentingan dalam negeri masing-masing negara.

Helen Milner berpendapat bahwa dalam suatu kerjasama
internasional memuat dua elemen penting yaitu; 1) aktor diarahkan untuk
mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut tidak harus sama persis bagi
setiap aktor yang terlibat, namun hal tersebut tetap harus termasuk perilaku
yang rasional dari setiap aktor; 2) Kerjasama yang tercipta harus
menghasilkan keuntungan bagi aktor yang terlibat. Keuntungan yang di
dapat tidak harus sama besar, namun harus bersifat timbal balik.?® Teuku
May Rudi menjelaskan bahwa pasca perang dingin kerjasama bilateral

terbentuk guna terciptanya kesejahteraan kolektif yang merupakan hasil

29 Helen Milner, “International Theories of Cooperation among Nations: Strengths and Weakness,”
review dari Cooperation among Nations, oleh Joseph Grieco dan Saving the Mediterranean, oleh
Peter Haas, World Politics 44 No. 3 (April 1992), http://www.jstor.org/stable/2010546.



dari adanya kepentingan.®® Bilateralisme adalah selalu tentang timbal balik

tertentu.3!

Dari berbagai penjelasan yang telah tertera, dapat disimpulkan
bahwa peran atau fungsi dari kerjasama bilateral antara lain adalah untuk
memenuhi national interest yang sama dari kedua negara terkait. Selain
itu, dalam prosesnya, hubungan bilateral juga ditentukan oleh tiga motif
yaitu, memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, dan
meningkatkan kesejahteraan ekonomi.®? Dalam praktiknya, kerjasama
bilateral tidak hanya melibatkan kementerian luar negeri saja, melainkan
kementerian lain dan lembaga resmi juga dapat berkolaborasi dalam

agenda bilateral kedua negara tersebut.

Adanya perluasan jaringan ini akan meluas ke kerjasama antara
lembaga non-resmi, entitas lain, dan individu. Negara terkait juga akan
melakukan pertukaran budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan
teknologi, pariwisata, dan bidang lainnya. Hasil yang baik di satu bidang
biasanya akan berdampak positif di bidang lain.®® Hal ini tentunya akan

memelihara hubungan kedua negara terkait, terhindar dari konflik.

30 Teuku May Rudi, Studi Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang
Dingin (Refika Aditama, 2002) dalam Rizki Fauziah Casidi, “Kerjasama Bilateral Indonesia-Arab
Saudi dalam Meningkatkan Pelayanan Ibadah Haji Periode 2012-2016” (Skripsi, Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2017).

31 Etel Solingen, Mulitilateralism, Regionalism, and Bilateralism: Conceptual Overview from
International Relations Theory (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies Publishing, 2010)
16.

32 Yani dan Perwita, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2005) 28 — 29.

3 Kishan S. Rana, Bilateral Diplomacy: A Practitioner Perspective (DiploFoundation, 2002) 2.



B. Sustainable Development Goals

Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable
Development atau yang biasa di sebut Sustainable Development Goals (SDGs)
(Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) adalah salah satu resolusi (A/Res70/1)
yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa. Agenda ini mencakup
rencana tentang dan untuk manusia, planet (bumi), kemakmuran, perdamaian
dunia, dan kemerdekaan atau kebebasan.®* Disepakati secara global oleh
seluruh negara anggota PBB pada 25 September 2015, SDGs memuat 17
tujuan dan 169 target rencana aksi global yang berlaku mulai 2016 dan
diharapakan dapat tercapai di tahun 2030.3% Karena telah disepakati oleh setiap
negara, maka setiap negara di dunia memiliki kewajiban moral untuk
mencapai SDGs.*

Sebagai kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs 2000
— 2015) yang akan menyempurnakan serta memenuhi agenda yang belum
tercapai, SDGs mengintegrasikan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk
pembangunan berkelanjutan.®” Maka dari itu, SDGs menanamkan visi
pembangunan berkelanjutan berbasis pada standar hak asasi manusia
internasional, kesetaraan dan non-diskriminasi, serta mencakup hak-hak

ekonomi, sosial, sipil, politik, budaya, dan hak untuk berkembang. Visi ini

34 United Nations, Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, 3.
% “Apa itu SDG?”, SDGs Indonesia, diakses pada 7 Mei 2021,
https://mww.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu.

%1bid., diakses pada 7 Mei 2021.

37 United Nations, Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, 3.
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dirangkai pada Universal Value yang mencakup beberapa prinsip sebagai

berikut:38

1.

Human Rights-Based Approach (HRBA)

HRBA Dberarti segala kebijakan, rencana, dan proses
pembangunan berkelanjutan harus didasarkan pada standar dan
prinsip HAM internasional dan pada implementasinya ditujukan
untuk memajukan dan melindungi HAM.

Leave No One Behind (LNOB)

LNOB merupakan prinsip utama dari Agenda 2030 yang
berarti dalam pelaksanaan SDGs harus menjangkau, menjamin,
melibatkan dan memberikan manfaat bagi seluruh kalangan.
Gender Equality and Women's Empowerment

Seluruh entitas yang terlibat dalam pembangunan
berkelanjutan harus mengutamakan kesetaraan gender, mendorong
partisipasi aktif perempuan maupun laki laki dan secara konsisten
memberdayakan perempuan dan anak perempuan, sejalan dengan

tujuan dan target yang telah disepakati pada SDGs.

Dalam Bab ini, penulis akan mencantumkan SDGs yang relevan

dengan topik penelitian dan sisanya akan dicantumkan di halaman lampiran

(lihat lampiran 1). Adapun beberapa tujuan yang terkait adalah sebagai

berikut:

38 “Universal Value”, United Nations Sustainable Development Group, diakses pada 8 Mei 2021,
https://unsdg.un.org/2030-agenda/universal-values.
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Tabel 2.2.1

Tujuan SDGs terkait Topik Penelitian

Tujuan

Definisi

Tujuan 1

Tanpa Kemiskinan

Mencakup target yang berkaitan dengan pengurangan
kemiskinan seperti peningkatan perlindungan sosial, kerangka

kebijkan yang sesuai, dan pemerataan akses terkait.

Tujuan 2

Tanpa Kelaparan

Mencakup target yang berkaitan dengan pengurangan
kelaparan melalui pengurangan malnutrisi, peningkatan sistem
pangan dan produksi yang berkelanjutan seperti
menggandakan produktivitas agrikultur dan
mengimplementasikan praktek pertanian yang tangguh. Serta

didukung dengan peningkatan investasi di pedesaan.

Tujuan 3

Kehidupan Sehat dan

Mencakup target yang menyoroti tindakan sepeti pengurangan
angka kematian ibu, bayi baru lahir, dan balita serta kematian

neonatal. Meningkatkan fasilitas kesehatan, mengakhiri

Sejahtera
penyakit menular, dan sebagainya.
Menjabarkan kriteria untuk meningkatkan kesetaaraan gender
dengan mengurangi diskriminasi, pengurangan kekerasan
Tujuan 5

Kesetaraan Gender

terhadap perempuan dan anak perempuan, pernikahan dini,
menjamin akses kesehatan reproduksi, hak kepemimpinan

perempuan di segala tingkat, dan lain sebagainya.

Tujuan 8
Pekerjaan Layak dan

Pertumbuhan Ekonomi

Mencakup target yang berkaitan dengan meningkatkan
perekonomian melalui peningkatan inovasi teknologi,
kebijakan kebijakan yang mendukung, mendorong penciptaan
lapangan kerja yang layak bagi setiap individu, termasuk
penyandang disabilitas, mengakhiri perbudakan, membantu
negara berkembang dan terbelakang melalui Aid for Trade,

dan sebagainya.




Mencakup target yang berkaitan dengan pertumbuhan
Tujuan 10 pendapatan penduduk, pemberdayaan tanpa diskriminasi,
Berkurangnya Kesenjangan | menghapus kebijakan yang diskriminatif, menyediakan

fasilitas migrasi yang aman, dan sebagainya.

Mencakup target yang mempromosikan keadilan dan
Tujuan 16 perdamaian di segala tingkat seperti mengurangi kekerasan,
Perdamaian, Keadilan, dan meningkatkan akses keadilan bagi semua, mengurangi
Kelembagaan yang Tangguh | korupsi, pengambilan keputusan yang representatif, dan

sebagainya.

Sumber: Tujuan SDGs di https://www.sdg2030indonesia.org/page/1-tujuan-sdg.

C. Program MAMPU

Program MAMPU adalah sebuah kemitraan antara Australia dan
Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemerdayaan Perempuan yang berada
dibawah pengawasan atau naungan Department of Foreign Affairs and Trade
(DFAT Australia) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI
(Kementerian PPN/Bappenas Indonesia).>® Program ini terbagi menjadi dua
fase yaitu fase | pada tahun 2013 — 2016 dan fase Il pada tahun 2016 — 2020.
Dalam penelitian ini, yang penulis gunakan adalah Program MAMPU pada
Fase II.

Fokus Program MAMPU pada fase Il adalah salah satunya vyaitu
mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang
terkait. Untuk mendukung tercapainya SDGs, Program MAMPU

mengembangkan sejumlah pendekatan terhadap lima area tematik berikut

3 Program MAMPU, Info kit MAMPU 2012-2020 (2019) 1.
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yaitu, meningkatkan akses terhadap program perlindungan sosial Pemerintah,
meningkatkan kondisi kerja dan menghapus diskriminasi di tempat Kerja,
meningkatkan kondisi migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri,
meningkatkan status kesehatan dan gizi perempuan, dan mengurangi
kekerasan terhadap perempuan.*

Setelah resmi ditandatangani pada 25 Januari 2017,** Program
MAMPU fase Il diharapkan dapat memberikan outcome berupa peningkatan
akses ke pelayanan dan pembuatan kebijakan yang mendukung lima area
tematik di atas guna mencapai SDGs. Untuk mewujudkan hal tersebut,
Program MAMPU bekerja sama dengan mendukung 14 organisasi sebagai
Mitra MAMPU nasional (lihat tabel 2.3.1) dan 93 Sub-Mitra atau Mitra Lokal
MAMPU (lihat lampiran 2) yang merupakan jejaring dari Mitra Nasional.*?

Tabel 2.3.1
Mitra Nasional Program MAMPU

Tema 1 - Meningkatkan akses terhadap program-program perlindungan sosial Pemerintah

Kapal Perempuan —
Koalisi Perempuan Indonesia Yayasan Pemberdayaan
Lingkaran Pendidikan
untuk Keadilan dan Demokrasi | Perempuan Kepala
Alternatif untuk
(KPI) Keluarga (PEKKA)
Perempuan

40 “Tentang MAMPU”, Program MAMPU, diakses pada 4 Mei 2021,
https://mww.mampu.or.id/tentang-kami/.

41 Program MAMPU, “Mampe Fase II Resmi di Mulai”, Januari 27, 2017, diakses pada 29 Mei
2021, https://mww.MAMPU.or.id/kegiatan/mampu-fase-ii-resmi-dimulai/.

42 Program MAMPU, MAMPU Startegic Plan 2017 — 2020 (2017), 1
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Tema 2 - Meningkatkan kondisi kerja dan menghapus diskriminasi di tempat kerja

Mitra Nasional

Yayasan Bina

Mitra Wanita Pekerja Keterampilan

Yayasan Anisa Trade Union Rights
Rumahan Indonesia Pedesaan
Swasti (Yasanti) Center (TURC)
(MWPRI) Indonesia
(BITRA)

Tema 3 - Meningkatkan kondisi migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri

Mitra Nasional

Migrant Care

Tema 4 - Meningkatkan status kesehatan dan gizi perempuan

Mitra Nasional

Konsorium Perempuan
Yayasan Kesehatan
Aisyiyah Sumatera Utara MAMPU
Perempuan (YKP)
(PERMAMPU)

Tema 5 - Mengurangi kekerasan terhadap perempuan

Komisi Nasional Anti
Yayasan Bursa
Kekerasan terhadap
Forum Pengada Layanan (FPL) Pengetahuan Kawasan
Perempuan (Komnas
Timur Indonesia (Bakti)
Perempuan)

Sumber: Program MAMPU Strategic Plan 2017-2020

Program MAMPU fase Il telah disinergikan dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 yang dalam beberapa
poin nya berfokus pada bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan

perempuan yaitu meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang



pembangunan dan politik, pengarusutamaan gender dalam perencanaan
program pembangunan, dan perlindungan perempuan dan anak.*

Program MAMPU fase Il bekerja di bawah naungan Direktorat
Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian
PPN/Bappenas sebagai penanggung jawab program. Mereka bekerja dengan
dibantu oleh tim koordinasi dan Mitra MAMPU untuk bekerja selaras dengan
agenda SDGs dan diposisikan untuk membantu Pemerintah Indonesia

mencapai beberapa tujuan SDGs terkait.*

3 1bid., 6.
4 1bid., 6.



BAB Il1
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Peran Kerjasama Bilateral Australia-
Indonesia melalui Program MAMPU dalam Mendukung Tercapainya
Sustainable  Development Goals tahun 2017-2020” ini, penulis
mengaplikasikan metode penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin,
penelitian kualitatif adalah penelitian tentang cerita, kehidupan seseorang,
perilaku, dan fungsi organisasi, hubungan timbal balik atau gerakan sosial.*®
Pada penelitian ini juga tidak terikat pada prosedur statistik dan kuatifikasi
serta menyajikan hasil dalam bentuk deskripsi naratif.

Menurut Creswell tujuan dari penelitian kualtitatif adalah untuk
menggali dan memahami makna yang dianggap sebagai masalah dari sosial
atau kemanusiaan. Oleh karena itu penelitian ini membutuhkan pengajuan
sejumlah pertanyaan yang rinci kepada para partisipan, menganalisis data
secara induktif yang dimulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema
umum, dan menafsirkan.*

Jenis penelitian ini mengacu pada simbol, konsep, makna, definisi,

karakteristik, metapora dan pemaparan segala sesuatu. Penelitian kualitatif

4 Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Basic of Qualitative Research (California: Sage Publication,

1990) dalam Salim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam
IImu Sosial, Keagamaan, dan Pendidikan (Bandung: Citapusaka Media, 2012) 41.

46 John W. Creswell, Research Design (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) dalam Adhi
Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, Metode Penelitian Kualitatif (Semarang: Lembaga
Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019) 2-3.
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diarahkan untuk mendeskripsikan secara spesifik mengenai gambaran suatu
konteks, sesuai dengan fakta di lapangan studi. Menurut Strauss dan Corbin,
penelitian kualitatif dapat diaplikasikan pada penelitian sejarah, kehidupan
masyarakat, fungsionalis organisasi, tingkah laku, gerakan sosial, atau
hubungan kekerabatan.*’

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif yang
digunakan untuk mengungkapkan fakta, keadaan, kejadian, fenomena, dan
variabel yang terjadi saat penelitian berlangsung. Penelitian ini menyuguhkan
interpretasi data sesuai dengan fakta di lapangan misalnya, sikap dan
pandangan dalam suatu kelompok, pertentangan situasi dan kondisi, hubungan
antar variabel, pengaruh suatu fenomena terhadap suatu keadaan, dan lain-
lain. Menurut Nazir, tujuan dari jenis pendekatan ini adalah untuk membuat
gambaran yang runtut, akurat, dan faktual terkait fakta, sifat, dan keterkaitan
antar peristiwa guna menjawab rumusan masalah penelitian.*®

Dalam penelitian skripsi ini, mendeskripsikan bagaimana peran
kerjasama bilateral Australia-Indonesia melalui Program MAMPU baik
dengan memberikan bantuan dana, pembuatan kebijakan ataupun yang lainnya
dalam mendukung tercapainya SDGs di Indonesia pada tahun 2017 hingga

2020. Selanjutnya penelitian ini dianalisis menggunakan konsep kerjasama

47 Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2007) dalam Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan
Bahasa (Surakarta: 2014) 4.

48 M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) dalam Agung Prasetyo,
“Pengertian Penelitian Deskriptif-Kualitatif”, Linguistik ID, diakses pada 13 Juni 2021,
https://mww.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.ntml.
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bilateral dan SDGs untuk membantu penulis menjawab rumusan masalah

penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Dikarenakan situasi saat ini sedang tidak kondusif dan terbatas akibat
adanya pandemi Covid-19. Penelitian dilakukan secara daring, memanfaatkan
platform komunikasi online yaitu Google Meet dan Zoom Meeting untuk
berinteraksi dengan narasumber. Waktu penelitian ini di mulai pada April

2021 hingga Juni 2021.

C. Subyek Penelitian dan Tingkat Analisis Data

Subjek penelitian adalah orang atau sumber informasi yang
dipergunakan untuk memberikan keterangan tentang kondisi dan situasi latar
penelitian.*® Dalam peneltian ini, subjeknya adalah kerjasama Dbilateral
Australia-Indonesia yang diwujudkan dalam Program MAMPU, yang juga
menjadi variable bebas. Variabel bebas/independen/unit eksplanasi adalah
variabel yang menjadi penyebab perubahan dari variabel terikat/dependen.®®
Sementara itu, SDGs di Indonesia adalah variabel terikat/dependen/unit
analisis dari penelitian ini, sebagai variabel yang dipengaruhi oleh kerjasama
bilateral Australia-Indonesia melalui Program MAMPU.

Sementara itu yang dimaksud dengan tingkat analisis menurut Buzan

adalah tempat penyebab atau latar belakang bagaimana fenomena

49 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa
(Surakarta: 2014) 61 — 62.
0Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2006) 38.



itu terjadi.®* Dalam studi Hubungan Internasional, tingkat analisis atau biasa
disebut dengan Level of Analysis (LoA), menurut Mohtar Mas’oed dibagi
menjadi lima yaitu; 1) Negara, karakteristik suatu negara akan mempengaruhi
kebijakannya (foreign policy); 2) Individu berfokus pada karakteristik seorang
pemimpin negara yang akan mempengaruhi kebijakan luar negerinya; 3)
Kelompok, badan atau instansi di suatu negara akan mempengaruhi foreign
policy dari negara tersebut; 4) Kelompok negara, negara akan menyesuaikan
kebijakannya dengan kawasannya; dan 5) Sistem Internasional, mengkaji
perilaku negara dari sistem internasional yang ada, dalam hal ini, sistem
internasional akan mempengaruhi, menjadi sebab perilaku suatu negara.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan LoA negara karena
menganalisis tentang peran dari Indonesia dan Australia dalam sebuah
kerjasama bilateral yaitu Program MAMPU, yang menjadi penyebab

terjadinya suatu fenomena.

D. Tahap-tahap Penelitian
1. Pemilihan Tema, Topik, dan Kasus
Pada tahap ini, penulis melakukan riset kecil untuk memilih kasus
yang akan diteliti. Penulis memilih topik Program MAMPU dan SDGs
karena penulis tertarik pada dua hal tersebut.

2. Studi Literatur

51 Barry Buzan, The Level of Analysis Problem in International Relations Reconsidered, In K.
Booth & S. Smith (Eds.) (Cambridge: Polity Press, 1995) dalam Fakhreddin Soltani, Saeid Naji,
dan Reza E Amiri, “Level of Analysis in International Relations and Regional Security Complex
Theory”, Journal of Public Administration and Governance 4 No. 4 (2014): 166.



Penulis menghimpun data dan informasi sebanyak mungkin terkait
dengan judul penelitian.
Pencarian Masalah Penelitian

Penulis menghimpun data dan informasi sebanyak mungkin terkait
dengan judul penelitian.
Pencarian Masalah Penelitian

Setelah membaca referensi, penulis mulai mencari gap penelitian
dan point of view yang tepat sehingga dapat menciptakan rumusan
masalah.
Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi kembali dilakukan dengan tujuan
untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan, baik data primer
maupun sekunder.
Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, data diklasifikasikan guna memudahkan

penulis dalam analisis dan memahami data.

. Analisis Data

Data yang ada kemudian dianalisis menggunakan konsep yang
digunakan penulis, guna menjawab rumusan masalah yang ada.
Kesimpulan

Pada tahap ini, penulis mencoba menyimpulkan beberapa hasil

temuan dalam penelitian, termasuk jawaban dari rumusan masalah.



9. Laporan Penelitian
Ini merupakan tahapan yang paling akhir yaitu pembuatan laporan

penelitian yang ditulis untuk kepentingan penulis dan umum.

E. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian jenis kualitatif mengenal tiga teknik untuk menghimpun
data yaitu, pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.°> Pada penelitian
ini,teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah teknik
wawancara dan teknik dokumentasi untuk data sekunder.
1. Wawancara
Menurut Biklen dan Bogdan wawancara adalah kegiatan tanya
jawab yang memiliki tujuan tertentu.>® Biasanya dilakukan oleh dua
individu (atau lebih) dan diarahkan oleh salah seorang dengan maksud
memperoleh keterangan. Wawancara dilakukan dengan tujuan penggalian
informasi tentang fokus penelitian. Di penelitian ini, informan atau
narasumber telah dipilih terlebih dahulu berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tertentu oleh penulis (sampel bertujuan atau purposive
sampling) yaitu;
a. Ibu Ayun selaku Koordinator Subdirektorat Pemberdayaan

Perempuan dan Kesetaraan Gender Direktorat Keluarga,

%2 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa
(Surakarta: 2014) 121.

%3 Robert C. Bogdan dan Sari Knop Biklen, Qualitative Research for Education (London: Allyn
and Bacon Inc, 1982) dalam Salim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan
Aplikasi dalam IImu Sosial, Keagamaan, dan Pendidikan (Bandung: Ciapustaka Media, 2012)
119.



Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional RI (Bappenas).

b. 1bu Wilu selaku Koordinator Project MAMPU dari PEKKA

c. Ibu Misiyah selaku Direktur Institut Kapal Perempuan

d. Ibu Budhis selaku Wakil Direktur Institut Kapal Perempuan

e. lbu Amin Muftiyanah selaku Direktur Yayasan Annisa Swasti
(Yasanti)

f. Ibu Evi Zulyani selaku Data and Publication Officer Migrant Care

g. Ibu Dina Lumantobing selaku Koordinator Konsorium Perempuan
Sumatera MAMPU (PERMAMPU)

h. Ibu Nur Laila sekalu Direktur Legal Resource Center untuk

Keadilan Jender dan HAM (LRC-KJHAM)

Wawancara ini dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom dan

atau Google Meet.

2. Dokumentasi
Teknik dokumentasi adalah informasi dan atau data yang
bersumber dari catatan penting dari instansi, ataupun individu.®* Teknik ini
dilakukan dengan cara membaca, memperhatikan, melihat, dan mencatat
dengan harapan akan memperoleh banyak informasi penting sehingga
memperoleh data yang komprehensif dan melimpah. Dalam penelitian ini,

dokumen yang digunakan adalah buku, artikel, berita cetak maupun

54 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan
Penelitian, (Malang: UMM Press, 2004) 72.



online, jurnal, policy brief, annual report, dan video, baik yang didapatkan

secara luring maupun daring.

F. Teknik Analisis Data
Setelah penghimpunan data, tahapan berikutnya adalah analisis data
guna menemukan makna temuan. Penulis mengaplikasikan teknik analisis
data menurut Milles dan Huberman. Menurut Milles dan Huberman analisis
data adalah proses mengolah dan atau menyusun data guna dapat ditafsir lebih
lanjut.>® Analisis data dilakukan secara terus-menerus hingga penulis dapat
menarik simpulan akhir. Model interaktif analisis data dari Milles dan
Huberman meliputi:
1. Reduksi Data
Proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data “kasar”
yang muncul dari lapangan. Penulis memilih mana data yang diperlukan
dan tidak. Proses ini dilakukan hingga penelitian ini berakhir.
2. Penyajian Data
Setelah diseleksi, selanjutnya adalah penyajian data yang telah
disusun sehingga memungkinkan bagi penulis menemukan benang merah
dan atau mengambil tindakan. Penyajian data dapat berbentuk deskripsi
dan atau narasi yang dapat dilengkapi dengan tabel, gambar, dan

sebagainya, serta tersusun berdasarkan pokok temuan yang disajikan

%5A. Michael Huberman dan Matthew B. Miles, Qualitative Data Analysis (1984) dalam Salim dan
Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam llmu Sosial, Keagamaan,
dan Pendidikan (Bandung: Citapustaka Media, 2012) 146.



melalui bahasa penelitian yang sistematis dan logis sehingga mudah
dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data
Dalam proses ini, berdasarkan data yang telah tersusun, kemudian
dilakukan penafsiran dan interpretasi sehingga dapat ditarik kesimpulan

yang menjawab rumusan masalah.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pada tahap ini, penulis melakukan pengamatan secara mendalam
hingga laporan ini selesai. Penulis juga melakukan triangluasi data menurut
sumbernya. Triangulasi adalah cara memeriksa keabsahan data menggunakan
sesuatu yang lain (selain data dari sumber tersebut).>® Dalam penelitian ini,
penulis melakukan triangulasi sumber yang berarti mengumpulkan data dari
berbagai sumber.®” Serta melakukan diskusi dengan pihak yang menguasai
dan atau memiliki keahlian/wawasan terkait dengan penelitian ini, antara lain

adalah dosen dan teman mahasiswa.

% Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa,
(Surakarta: 2014) 115-116.
57 Ibid., 115-116.



BAB IV
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Dinamika Hubungan Bilateral Australia — Indonesia

Hubungan bilateral Australia dan Indonesia telah dimulai jauh sebelum
kemerdekaan Indonesia. Tahun 1942 hingga 1950 merupakan rentan waktu
terpenting pada saat dukungan Australia kepada kemerdekaan Indonesia. Pada
saat itu terjadi peristiwa “Black Armada”>® Dimana kelompok buruh dan
pekerja pelabuhan menolak membantu Australia untuk berangkat ke
Indonesia.

Saat Agresi Militer | dan Il Belanda, Australia juga turut memprotes
kejadian tersebut dan melaporkannya kepada Dewan Keamanan PBB.
Bantuan-bantuan dari Australia ini menumbuhkan rasa percaya Indonesia
terhadap negara tersebut. Sehingga pada Oktober 1947 terpilihlah Australia
bersama Amerika Serikat dan Belgia menjadi Komisi Tiga Negara (KTN)
untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia-Belanda. Dan misi mereka pun
berhasil, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia.

Secara resmi, hubungan Australia-Indonesia dimulai pada tanggal 17
Maret 1950 ditandai dengan penunjukan Dr. Oesman Sastroamidjojo sebagai
Kuasa Usaha ad Interim Indonesia untuk Australia. Kantor perwakilian RI di

Canberra selalu berpindah-pindah dan baru menetap pada tahun 1971,

%8 Khaerunisa, “Bikin Belanda Tak Berkutik! Inilah Aksi Pemboikotan Ratusan Kapal Belanda di
Australia tahun 1945, Bukti Dukungan Tetangga terhadap Kemerdekaan Indonesia”, Januari 21,
2021, diakses pada 1 Juni 2021, https://intisari.grid.id/amp/032520463/bikin-belanda-tak-berkutik-
inilah-aksi-pemboikotan-ratusan-kapal-belandadi-australia-tahun-1945-bukti-dukungan-tetangga-
terhadap-kemerdekaan-indonesia?page=3 .
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berada di Yarralumla.

Dalam kurun tahun 1950 hingga 1962, hubungan Australia-Indonesia
mengalami penurunan yang disebabkan oleh permasalahan di Irian Barat.
Australia menentang klaim Indonesia atas wilayah tersebut karena dianggap
belum memiliki kapasitas yang cukup untuk mengurus pembangunan di
daerah primitif seperti Irian Barat. Secara politik Australia juga memiliki
kepentingan di sana, sebagai benteng serangan militer hingga penghadang

masuknya paham komunis.>®

Hubungan Australia-Indonesia mulai membaik setelah runtuhnya
rezim pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1967. Era pemerintahan
baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto menjadikan Indonesia berkiblat
pada anti komunis. Membaiknya hubungan kedua negara ditandai dengan
kunjungan dari Perdana Menteri Australia John Gorton dan terbentuknya
sebuah Cultural Agreement pada Juni 1968.°° Serta Australia juga mulai
gencar memberikan bantuan kepada Indonesia yang dikelola oleh Inter-

Governmental Group on Indonesia dan the Consultative Group on Indonesia.

Hubungan kedua negara berjalan lancar hingga tahun 1975, terjadi
ketegangan karena lima wartawan Australia tewas akibat terlibat pertempuran
di Balibo, Timor Timur (sekarang Timor Leste) pada saat Indonesia mulai

melakukan invasi militer. Di sisi lain konflik tersebut, Indonesia tetap

%9 Umi Muyasaroh, “Konflik Indonesia dengan Australia dalam Masalah Pengembalian Irian Barat
tahun 1949-1962”, (Skripsi, Universitas Jember, 2015) 1-2

60 «Australian Treaty Series: Cultural Agreement Between the Government of the Commonwealth
of Australia and the Government of the Republic of Indonesia”, diakses pada 14 Juni 2021,
http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1968/12.html.
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menjadi negara kedua penerima bantuan terbesar dari Australia yaitu sejumlah
233,4 juta AUD dalam kurun waktu satu tahun (1978-1979). Indonesia juga
mendapat bantuan dalam jangka tiga tahun yaitu 1976 hingga 1979 sebesar 68
juta AUD dalam rupa bantuan pangan, pelatihan, dan proyek.5!

Setelah kemenangan Partai Buruh pada 1983, hubungan kedua negara
terus meningkat. Terjadi kurang lebih 10 kunjungan menteri Australia dalam
kurun waktu 1983 hingga 1986. Adanya pernyataan PM Bob Hawke terkait
pengakuan de jure atas integrasi Timor Timur kepada Indonesia, juga semakin
memperkuat hubungan. Ditambah dengan pernyatan dari PM terpilih
selanjutnya yaitu Paul Keating, “No other country is more important to
Australia, than Indonesia.” Serta didukung dengan beberapa peristiwa seperti
adanya Perjanjian Celah Timor (1989), pembentukan Australia-Indonesia
Institute (1989), latihan militer gabungan (1990), Forum Menteri Australia-
Indonesia (1992), dan pemberian beasiswa melalui AUSAID.

Pada tahun 1999, hubungan kedua negara tersebut kembali memanas
akibat konflik di Timor Leste yang menuntut kemerdekaan dari Indonesia.
Australia yang berperan sebagai mediator justru secara tidak langsung terlibat
dalam konflik dan mendukung kemerdekaan Timor Leste. Australia

memberikan dukungan non-material yaitu berupa dukungan politik di

61 “Bab II: Sejarah Hubungan antara Australia dan Indonesia” (Skripsi, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta) 24.
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22458/6.%20BAB%2011.pdf?sequence=7
&isAllowed=y diakses pada 1 Juni 2021
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Perserikatan  Bangsa-Bangsa.®> Akibat peristiwa tersebut, Indonesia
membatalkan perjanjian keamanan kedua negara yang telah ditandatangani
pada 18 Desember 1995. Peristiwa ini juga menghambat pelaksanaan Forum
Menteri Australia-Indonesia yang harusnya berjalan setiap dua tahun sekali

menjadi tidak teratur.5®

Insiden Tampa pada tahun 2001 menjadi titik balik hubungan kedua
negara tersebut. Hubungan Australia-Indonesia terus membaik dengan
berhasil menjadi tuan rumah sebuah konferensi regional bernama Bali
Process.® Peristiwa Bom Bali (2002 dan 2005), Bom di Hotel Marriot (2003),
dan Pengeboman di Kantor Duta Besar Australia untuk Indonesia (2004) juga
semakin mempererat relasi dalam war on terror dan counter-terrorism.% Pada
tahun 2004, Australia-Indonesia berhasil membuka Jakarta Center of Law
Enforcement Cooperation (JCLEC) sebuah fasilitas pelatihan internasional
yang dikelola oleh Kepolisian Federal Australia dan Kepolisian Nasional

Indonesia.

Di tahun yang sama pula, Australia menjadi negara pertama yang

memberikan bantuan kepada Indonesia untuk bencana Tsunami di Aceh dan

82 Jerry Indrawan, “Dinamika Konflik Timor Leste: Analisis Aktor dan Penyebab Konflik”, Pusat
Penelitian Politik — Lembaga lImu Pengetahuan Indonesia, Desember 12, 2013, diakses pada 14
Juni 2021, http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-inernasional/901-dinamika-
konflik-timor-leste-analisis-aktor-dan-penyebab-konflik.

8 Imron Cotan, “Indonesia-Australia Relations: East Timor, Bali Boombing, Tsunami and
Beyond”, Maret 1, 2005, diakses pada 15 Juni 2021,
https://web.archive.org/web/20100107014127/http://www.kbri-
canberra.org.au/speeches/2005/050301e.htm.

64 “About the Bali Process”, The Bali Process, diakses pada 16 Juni 2021.
https://mwww.baliprocess.net/.

8 “Indonesia Country Brief: Bilateral Relations”, Australian Government DFAT, diakses pada 16
Juni 2021, https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/indonesia-country-brief.
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Sumatera Utara. Australia mengirimkan pesawat berisi emergency supplies
dan 1.000 personel pertahanan. Hal ini sangat berkesan bagi Indonesia, seperti
yang diungkapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada PM John
Howard, “You were first on the phone. You were the first to have aircraft on
the ground. That is a gesture I will never forget.”®® Australia juga
memberikan bantuan dalam jangka lima tahun sebesar satu miliar AUD untuk
rekonstruksi dan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi bagi daerah yang
terdampak bencana tersebut. Bantuan ini tertuang dalam Australia-Indonesia
Partnership for Reconstruction and Development yang diluncurkan pada awal
tahun 2005.°7

Pada tahun 2005 Australia-Indonesia menandatangani Declaration on
Comprehensive Partnership yang memuat peta perjalanan bagi keberlanjutan
dan pengembangan hubungan bilateral. Kedua negara juga menyepakati untuk
memperkuat hubungan bilateral yang berkelanjutan melalui Annual Leaders’
Meeting, Annual 2+2 Foreign and Defence Ministers’ Meeting and
Ministerial Council on Law and Security. Selain itu, kedua negara juga
mendorong para menteri yang berkaitan dengan bidang ekonomi untuk

mengadakan pertemuan secara teratur.

% Imron Cotan, “Indonesia-Australia Relations: East Timor, Bali Boombing, Tsunami and
Beyond”, Maret 1, 2005, diakses pada 15 Juni 2021,
https://web.archive.org/web/20100107014127/http://www.kbri-
canberra.org.au/speeches/2005/050301e.htm.

57 Anisa Ikawati, “Kebijakan Pemangkasan Dana Bantuan Australia kepada Indonesia era
Kepemimpinan Koalisi Partai Liberal tahun 2013-2017”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, 2018) 1-2.

88 “Joint Declaration on a Comprehensive Strategic Partnership between Australia and the
Republic of Indonesia”, Australia Government DFAT, diakses pada 16 Juni 2021
https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/joint-declaration-comprehensive-strategic-
partnership-between-the-commonwealth-of-australia-and-republic-of-indonesia.
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Pada 1 Mei 2006 program bantuan dari Australia dinamakan menjadi
Australia-Indonesia Partnership (AIP). AIP mencakup seluruh bantuan dari
pemerintah Australia dan nilanya dilipat gandakan menjadi dua miliar AUD
dengan tambahan pinjaman lunak sebesar lima ratus juta dolar Australia untuk
jangka waktu lima tahun kedepan. Bantuan ini merupakan yang terbesar
sepanjang sejarah Australia.®® Namun sebelumnya, pada awal tahun 2006,
Indonesia-Australia kembali terlibat dalam perselisinan. Hal ini terkait
pemberian suaka bagi 43 warga Papua. Indonesia melayangkan protes keras
terhadap kejadian ini dan disampaikan langsung oleh Presiden Yudhoyono.

Pada tahun 2012 hingga 2014, Australia rutin memberikan bantuan
(Official Development Assistance (ODA)) ke Indonesia dalam kurun waktu
satu setengah tahun hingga dua tahun sekali. Bantuan ini berfokus untuk
mendukung Indonesia agar tetap menjadi negara yang demokratis, stabil, dan
semakin sejahtera dengan cara mengurangi kemiskinan di masyarakat,
mempromosikan reformasi ekonomi makro, mendorong transparansi dan tata
kelola yang lebih baik di tingkat nasional dan sub-nasional, dan mendukung
pengurangan dan mitigasi risiko bencana. Oleh karena itu bantuan ini berjalan
di 14 sektor (kesehatan, perubahan iklim, pendidikan, hukum dan keadilan,
manajemen resiko bencana, beasiswa, desentralisasi, pemerintahan ekonomi,
reformasi birokrasi, mata pencaharian di pedesan dan agribisnis, transportasi

dan konektivitas, air dan sanitasi, pemilu, dan perlindungan sosial dan

8 Anisa Ikawati, “Kebijakan Pemangkasan Dana Bantuan Australia kepada Indonesia era
Kepemimpinan Koalisi Partai Liberal tahun 2013-2017”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, 2018) 2.



pembangunan berbasis masyarakat) di 33 provinsi di Indonesia. "

Tensi tertinggi dari hubungan bilateral Australia-Indonesia jatuh pada
tahun 2013. Pada saat itu Australian Signals Directorate terungkap berusaha
melakukan penyadapan ke telepon genggam Presiden Yudhoyono, ibu negara,
dan beberapa pemangku kebijakan di Indonesia lainnya seperti Hatta Rajasa
dan Dino Patti Djalal. Hal ini mendapatkan tanggapan keras dari Indonesia
berupa pemulangan Duta Besar Indonesia untuk Australia dan ancaman akan
meninjau ulang kerjasama bilateral dalam isu-isu penting bagi Australia
seperti penyelundupan manusia dan terorisme.”*

Namun di saat bersamaan, di bidang lainnya yaitu pendidikan dan
kebudayaan, Australia-Indonesia berusaha memperbaiki hubungan dengan
membentuk Pusat Studi Australia-Indonesia di Monash University dengan
melibatkan tiga universitas besar di Australia yakni Melbourne University,
Australia National University, dan Monash University.

Sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014,
hubungan bilateral Australia-Indonesia terus meningkat. Tercatat sudah empat
kali Presiden Jokowi mengunjungi Australia; menghadiri G20 Summit di
Brisbane tahun 2014. kunjungan kenegaraan pertamanya tahun 2017,

menghadiri ASEAN-Australia Special Summit di Sydney tahun 2018, dan

70 DFAT of Australia Government, Aid Program Performance Report 2012-13 Indonesia, 3.

"1 The Guardian, “Australia’s Spy Agency targeted Indonesian President’s Mobile Phone”,
November 17, 2013, diakses pada 16 Juni 2021,
https://www.theguardian.com/world/2013/nov/18/australia-tried-to-monitor-indonesian-
Presidents-phone.

"2R. Aj. Rizka F. Prabaningtyas, “Indonesia-Australia: Menguji Persahabatan ditengah
Penyadapan” Commentaris of Institute of International Studies Universitas Gajah Mada 20 Issue 1
(Desember 2013): 2.
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mengunjungi Australia sebagai Guest of Government tahun 2020.

Sejak tahun 2014, banyak sekali kerjasama bilateral yang tercipta
karena merupakan masa transisi dari pemberian bantuan secara tradisional ke
kemitraan ekonomi. Hal ini berarti Australia berperan sebagai mitra ekonomi
Indonesia dengan tugas memberikan saran dan bekerjasama guna memperkuat
basis bukti untuk reformasi kebijakan, dan menguji pendekatan-pendekatan
baru.” Sesuai kemampuannya, Australia juga akan mendukung Indonesia
dalam menguji coba pendekatan inovatif untuk menginformasikan beberapa
pilihan kebijakan.

Sebagian besar investasi Australia terhadap Indonesia telah dirancang
dalam bentuk kemitraan dengan kurun waktu lima sampai sepuluh tahun, hal
ini mempertimbangkan kompleksitas kemitraan ekonomi dan pentingnya
keterlibatan jangka panjang dalam reformasi kritis dan pembangunan
kapasitas. Contohnya adalah kemitraan Australia-Indonesia dalam Kolaborasi
Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan atau KOMPAK (2015-2022),
Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan atau MAMPU (2012-2020), The Australia-Indonesia Partnership
for Rural Development atau AIP for Rural (2013-2018), dan lain sebagainya.

Setelah terpilihnya PM Scott Morrison pada tahun 2018, negara
pertama yang dikunjunginya adalah Indonesia. Dalam kunjungannya, PM
Morrison dan Presiden Jokowi meningkatkan hubungan bilateral kedua negara

menjadi Comprehensive Strategic Partnership (CSP) dan mengumumkan

3 DFAT of Australia Government, Aid Program Performance Report 2015-16 (September 2016)

2.



Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (I1A-
CEPA). Indonesia-Australia CSP memadukan kerjasama bilateral terkait lima
pilar  yaitu peningkatan kemitraan ekonomi dan pembangunan,
menghubungkan individu satu ke yang lainnya (people to people links and
connect), mengamankan kepentingan bersama dan kawasan, kerjasama
maritim, dan berkontribusi pada keamanan dan kemakmuran Indo-Pasifik."

Pada tahun berikutnya tepatnya pada Februari 2020, Presiden Jokowi
menandatangani Rencana Aksi CSP untuk tahun 2020 hingga 2024 di
Australia. Kunjungan tersebut menjadi kunjungan terakhir Presiden Jokowi
sebelum pandemi Covid-19. Selama pandemi, Australia mendukung Indonesia
untuk memaksimalkan upaya yang efektif untuk mengatasi Covid-19 melalui
kebijakan berbasis bukti dan saran teknis yang berfokus pada tiga pilar utama
yaitu keamanaan kesehatan, stabilitas, dan pemulihan ekonomi.”

Hubungan bilateral Australia-Indonesia merupakan hubungan yang
dinamis hingga sering digambarkan sebagai “love-hate relationship”. Hal ini
disebabkan oleh hubungan kedua negara tersebut yang kerap kali naik-turun
dengan sangat cepat. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor
seperti kondisi politik dalam negeri masing-masing negara — termasuk tokoh
pemimpinnya perbedaan budaya, dan tingkat kemajuan pembangunan. Akan

tetapi Australia dan Indonesia tetap ingin berkomtimen untuk menjaga

74 “Joint Declaration on a Comprehensive Strategic Partnership between Australia and the
Republic of Indonesia”, DFAT of Australia Government, perubahan terakhir 31 Agustus 2018,
diakses pada 18 Juni 2021, https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/joint-declaration-
comprehensive-strategic-partnership-between-the-commonwealth-of-australia-and-republic-of-
indonesia.

s Australia Government, Indonesia Covid-19 Development Respon Plan (Oktober 2020) 5.
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hubungan bilateral demi kepentingan bersama.

B. Pencapaian Sustainable Development Goals di Indonesia

Di Indonesia, SDGs dikenal sebagai Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB). Sejak ditandatangani pada September 2015, SDGs
dibagi atau dikelompokkan ke dalam empat pilar yaitu pembangunan sosial
yang mencakup tujuan satu hingga lima, pembangunan ekonomi yang
mencakup tujuan tujuh hingga sembilan dan tujuh belas, pilar pembangunan
lingkungan yang mencakup tujuan enam dan sebelas hingga lima belas, dan
yang terakhir pembangunan hukum dan tata kelola yang berisi tujuan enam
belas.

Untuk mendukung implementasi nya, SDGs telah disinergikan ke
dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-
2019.7 Selain itu juga telah terdapat dasar hukum yang mengatur tentang
pelaksanaan SDGs vyaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan.

Pada Juli 2017, Indonesia pertama kali melaporkan Voluntary National
Review mengenai SDGs dalam High Level Political Forum (HLPF) on

Sustainable Development. Forum ini diadakan sebanyak dua tahun sekali

76 Republic of Indonesia, Voluntary National Review: Eradicating Poverty and Promoting
Prosperity in a Changing World (2017), iv.



dengan tujuan untuk menyajikan gambaran tentang posisi negara dalam

implementasi SDGs. Forum ini diharapkan dapat membantu mempercepat

pencapaian SDGs melalui berbagi pengalaman, mengidentifikasi kesenjangan

dan praktik yang baik, dan memobilisasi kemitraan. HLPF SDGs 2017

mengusung tema “Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in a

Changing World”. Pada forum ini, Indonesia berhasil memaparkan beberapa

pencapaian terkait tujuan satu, dua, tiga, lima, sembilan, empat belas, dan

tujuh belas, dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 4.2.1

Daftar Pencapaian SDGs di Indonesia tahun 2017

Tujuan SDGs

Pencapaian

v

Tujuan 1

Indonesia mengalami kemajuan dalam pengurangan kemiskinan
dengan berhasil menurunkan persentase masyarakat kemiskinan dari
17,75% (2006) menjadi 10,70% (2016).

Tingkat kemiskinan yang diukur dengan Parity Purchasing Power
(PPP) sebesar USD 1,25 per kapita/hari (World Bank), menurun dari
28,32% pada tahun 2006 menjadi sekitar 8,80% pada tahun 2015.
Terdapat 10,86% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan (2016),
menurun dibandingkan dengan 17,75% pada tahun 2006. Hal ini
diukur dengan garis kemiskinan nasional.

Indeks Kesenjangan Kemiskinan menurun dari 3,43 (2006) menjadi
1,94 (2016).

Indeks Keparahan Kemiskinan menurun dari 1,00 (2006) menjadi 0,53
(2016). Pada tahun 2016, cakupan penerima PKH meningkat dari 3,50
juta menjadi 6 juta keluarga miskin, dengan sasaran ibu hamil, balita,
anak usia sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas.

Proporsi kelompok miskin dan rentan yang telah memperoleh akses air




v

v

bersih sedikit meningkat dari 61,57% (2015) menjadi 61,94%
(2016).
Akses terhadap fasilitas sanitasi yang lebih baik bagi kelompok
miskin dan rentan meningkat dari 47,76% (2015) menjadi 54,12%
(2016).
Jumlah korban bencana alam yang menerima bantuan dari

Pemerintah meningkat dari 6.700 (2010) menjadi 20.569 (2014).

Tujuan 2

Stunting pada anak dibawah lima tahun menurun menjadi 33,6%
(2016) dari 37,2% (2013). Dan pada anak dibawah dua tahun,
menurun dari 32,9% (2013) menjadi 26,1% (2016).

Kualitas konsumsi pangan di Indonesia semakin membaik yang
ditunjukkan dengan semakin tingginya Desirable Dietary Pattern
(DDP) dari 75,7 (2009) menjadi 85,2 (2015).

Selama 10 tahun terakhir, produksi ubi kayu jagung, padi, dan ubi
jalar meningkat sebesar 1,1%; 6,3%; 3,7% dan 2,6% masing-masing
per tahun. Lalu roduksi daging sapi meningkat 3,1% per tahun,

produksi telur dan ayam kampung sekitar 4,5% dan 5,7% per tahun.

Tujuan 3

Berdasarkan Annual Paracite Incidence (API), angka kesakitan
malaria mengalami penurunan dari 1,75 (2011) menjadi 0,85 per
1.000 penduduk (2015).

Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas menunjukkan presentase
persalinan di fasilitas kesehatan meningkat sebanyak 79,70% (2016)
dari 77,60% (2015).

Berdasarkan survei prevalensi TB, prevalensi TB dengan metode
mikroskopis mengalami penurunan dari 331 (2006) menjadi 263
(2015) dan 257 per 100.000 penduduk (2016).

Jumlah provinsi dengan pengurangan penyakit kusta meningkat dari




20 provinsi (2014) menjadi 23 provinsi (2016).

Jaminan Kesehatan Nasional mencapai 171,9 juta peserta hingga akhir
tahun 2016 atau sekitar 66,40% dari total populasi

Peningkatan fas-kes tingkat | dari 18.644 (Januari 2015) menjadi
20.708 (Desember 2016) dan fas-kes tingkat lanjutan dari 1.727
menjadi 2.068.

Unmet need menurun dari 9,9% (2006) menjadi 4,3% (2016).
Penyediaan obat dan vasksin di Puskesmas mengalami peningkatan

dari 79,4% (2015) menjadi 81,57% (2016).

Tujuan 5

Persentase wanita (20-24 tahun) yang menikah pertama kali sebelum
usia 15 tahun kurang dari 1% pada tahun 2015.

Data pendidikan mengemukakan bahwa kesetaraan antara laki-laki
dan perempuan di tingkat sekolah menengah telah tercapai.
Dibuktikan dengan seimbangnya Gross Enrollment Rate antara
Perempuan dan Laki-laki.

Jabatan Direktur (Eselon 1) meningkat dari sekitar 8,30% menjadi
13,04%, sedangkan jabatan Direktur Jenderal/Sekretaris Jenderal
(Eselon I) meningkat dari 9,17% menjadi 15,67%.

Unmet need menurun dari 13,10% (2007) menjadi 11,40% (2012).
Namun angka tersebut masih di atas target cakupan universal (0%).
Persentase wanita yang memiliki telepon seluler mengalami
peningkatan yaitu 50,40% (2015) menjadi 52,10% (2016). Namun
pada periode yang sama pula proporsi pria yang memiliki telepon

seluler meningkat dari 63,40% ke 64,40%.

Tujuan 9

Pada tahun 2015, total panjang jalan nasional meningkat sedikit
menjadi 38.569 km.

Jalanan stabil nasional juga meningkat dari 82,27% pada tahun 2010




menjadi 94% pada tahun 2014.

Pembangunan jalur kerta api meningkat 95% pada tahun 2011-2015.
Jumlah pelabuhan meningkat dari 1.652 perlabuhan pada 2013
menjadi 1.739 pada tahun 2014.

Total penumpang di segala jenis transportasi meningkat akibat adanya
perkembangan infrastruktur.

Percepatan pembangunan infrastruktur menurunkan harga barang
sebesar 20-25%.

Peningkatan nilai tambah industri per kapita Rp 6,34 juta (2010) dan
terus meningkat menjadi Rp 9,84 juta pada tahun 2016.

Pengguna internet meningkat dua kali lipat pada tahun 2015-2016.
Pengguna telepon seluler meningkat dari 38,5% (2010) menjadi 58,3

(2016).

Tujuan 14

Rencana Tata Ruang Laut Nasional telah mulai dikembangkan guna
mendukung pemanfaatan wilayah laut dan pesisir secara terpadu dan
berkelanjutan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18/2014 telah
menetapkan 11 WPP untuk memastikan pemanfaatan sumber daya
perikanan secara berkelanjutan.

Hasil Berkelanjutan Maksimum pada Perikanan telah ditingkatkan
sebanyak 0.8 dari tahun 2011 sebanyak 6.5 juta ton ke tahun 2014.
Untuk memerangi IUU Fishing, Indonesia mengembangkan tata
kelola pengawasan dan pengendalian dengan cara bekerjasama
dengan negara lain dan melibatkan masyarakat.

Indonesia terus menambah jumlah Kawasan Konservasi Laut dengan

target 20 juta hektar pada tahun 2020.




v

Indonesia berkomitmen untuk nelayan kecil melalui Peraturan
Pemerintah No. 7 Th. 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan

Nelayan, Petambak Ikan dan Garam.

Tujuan 17

Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan perannya dalam
Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular, seperti yang tertuang
dalam Nawacita dan RPIMN 2015-2019.

Di Indonesia, telah terdapat lembaga yang bertugas untuk untuk
mengumpulkan data  statistik untuk indikator SDGs dan
mengembangkan database indikator SDGs Indonesia yaitu Badan

Pusat Statistik.

Sumber: Republic of Indonesia, Voluntary National Reviews (VNR):
Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in a Changing World (2017).

Dua tahun berikutnya yaitu pada tahun 2019, Indonesia kembali

memaparkan VNR. HLPF SDGs 2019 mengusung tema “Empowering People

and Ensuring Inclusivness and Equality”, Indonesia menyorot beberapa

tujuan sesuai dengan tema tersebut yaitu tujuan nomor empat, delapan,

sepuluh, tiga belas, enam belas, dan tujuh belas.

Tabel 4.2.2
Daftar Pencapaian SDGs di Indonesia tahun 2019
Tujuan
Pencapaian
SDGs
v' Pada tahun 2015-2018, tingkat kehadiran pada taman kanak kanak
meningkat dari 79.4% menjadi 83.3%. Presentase pendaftaran pada
Sekolah Menengah Pertama meningkat dari 91,17% menjadi
Tujuan 4

91,52%. Lalu Sekolah Menengah Atas meningkat dari 78,02%
menjadi 80,68%. Dan pada Perguruan Tinggi meningkat dari

25,26% menjadi 30,19%.




Ketidaksetaraan gender di bidang Pendidikan hamper tidak ada.
Khususnya akses pada SD dan SMP hamper setara di semua
kelompok pendapatan.

Hampir setengah dari pemuda di Indonesia, mengikut Pendidikan

formal dan non-formal.

Tujuan 8

Di 2014-2018, PDB Indonesia secara konsisten meningkat 5% per
tahun.

Pada 2015-2018 jumlah pengangguran menurun dengan jumlah
pengangguran perempuan dari 6,4% menjadi 5,3% dan terdapat 9,38
juta lapangan pekerjaan telah dibentuk.

Pada tahun 204-208 angka kemiskinan menurun dari 10,96% ,enjadi
9,66% dan Gini Ratio menurun dari 0,414 menjadi 0,384

Di tahun 2014-2017, keuangan inklusif meningkat dari 36% menjadi
49% dengan akses keuangan bagi masyarakat miskin meningkat dari

22% menjadi 37%.

Tujuan 10

Indonesia telah melakukan inovasi instrumen keuangan beberapa
diantaranya yaitu Green Sukuk, keuangan campuran, Islamic
Chartity. Dampak sosial dari adanya investasi, telah mempengaruhi
dan memanfaatkan aliran sumber daya publik dan swasta untuk
pembiayaan SDGs.

SDGs Financing Hub telah didirikan untuk menerapkan sumber
pembiayaan yang variatif melalui kerjasama dengan beberapa
pemangku kepentingan dan untuk mengurangi kesenjangan

pembiayaan.

Tujuan 13

Pembangunan yang rendah karbon telah disinergikan dengan
rencana pembangunan nasional.

Emisi gas rumah kaca berkurang 22,5% dari akumulasi baseline




sebesar 13 miliar ton CO.e, dan intensitasnya sebesar 27% dari
baseline sebesar 560ton CO.e per miliar rupiah dalam kurun waktu
tahun 2010-2017.

Peningkatan manajemen bencana telah mengurangi jumlah kematian
dan orang hilang dengan penurunan kerugian ekonomi langsung
sebesar 7 triliun rupiah (2010-2017) dan Indeks Risiko Bencana telah

berkurang 23,97% (2018).

Tujuan 16

Index Demokrasi Indonesia meningkat dari 70,9 (2016) ke 72,11
(2017).

Index Sikap Anti Korupsi Indonesia meningkat dari 3,59 (2015) ke
3,66 (2018).

Pencatatan kelahiran telah menjangkau sebanyak 83,55% dari
seluruh anak, diantaranya sebanyak 77,11% berasal dari keluarga
miskin dan 71,92% anak dibawah usia lima tahun (2018).

Pada 2015-2018, terdapat kurang lebih 45.000 bantuan hukum dan

83.000 kegiatan non-litigasi diberikan kepada masyarakat miskin.

Tujuan 17

Parlemen Indonesia telah terlibat sejak tahap awal konseptualisasi
SDGs, sedangkan BPK terlibat dalam mengaudit persiapan dan
pelaksanaan SDGs.

Terdapat sembilan SDGs Center yang telah didirikan di sejumlah
Universitas dalam negeri.

Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular telah dibentuk dan
diperkuat dengan perluasan negara mitra dan melingkupi hubungan

antara perdamaian, bantuan kemanusiaan, dan pembangunan.

Sumber: Republic of Indonesia, Voluntary National Reviews (VNR):
Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality (2019).




Dari beberapa pencapaian yang dipaparkan dalam VNR 2017 dan
2019, dapat diketahui bahwa Indonesia belum memperhatikan isu
pemberdayaan perempuan dan kesetaran gender secara maksimal. Fakta
dilapangan memperlihatkan bahwa banyak permasalahan perempuan dan
kesetaran gender yang masih belum bisa diatasi oleh Pemerintah Indonesia
misalnya, tingginya angka unmet need, angka Kekerasan terhadap Perempuan
(KtP) yang cenderung naik, kekosongan hukum untuk melindungi perempuan
dari kekerasan seksual, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan turun
nya partisipasi perempuan di DPR sebagai pemangku kebijakan di tingkat

nasional.

. Realisasi Kerjasama Australia-Indonesia melalui Program MAMPU
Dalam realisasinya, Program MAMPU mendukung para mitranya
untuk mengembangkan model atau program kerja yang dapat mendukung
tujuan dari Program MAMPU sesuai dengan area tematik yang telah dipilih
oleh para mitra. Di samping itu, Program MAMPU juga mendorong para
mitra MAMPU untuk terlibat aksi kolektif yang secara khusus ditujukan untuk
mendukung tercapainya SDGs di Indonesia. Beberapa program kerja dan
kegiatan tersebut, direalisasikan sebagai berikut;
1. Meningkatkan akses terhadap program-program perlindungan sosial
Pemerintah
Negara-negara berpenghasilan tinggi menghabiskan 20-25% dari

Penghasilan Domestik Bruto (PDB) mereka untuk perlindungan sosial,



sementara rata-rata di Asia adalah sekitar 5% dari PDB mereka. Namun di
Indonesia, hanya 1,9% dari PDB yang dihabiskan untuk perlindungan
sosial.”’ Fakta dilapangan menyatakan jika banyak sekali perempuan
miskin dan terpinggirkan yang tidak mendapatkan akses program
perlindungan sosial. Padahal, adanya akses program perlindungan sosial
yang layak bagi perempuan akan membantu Indonesia memperkuat
pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu peningkatan akses program
sosial bagi perempuan, menjadi salah satu fokus dari Program MAMPU.
Hal ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia mengenai
adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan SDGs terkait.

Program MAMPU bersama mitra nasionalnya yaitu Institut
KAPAL Perempuan, Yayasan PEKKA, dan KPI serta didukung oleh
jaringan dari ketiga organisasi tersebut, mengembangkan beberapa
kegiatan sebagai berikut;

a. Sekolah Perempuan dan Gender Watch
Bermitra dengan Program MAMPU sejak tahun 201278, Institut
KAPAL Perempuan perempuan bersama Program MAMPU
mengembangkan dua program yaitu Sekolah Perempuan dan Gender
Watch. Sekolah Perempuan bertujuan untuk mengembangkan
kapasitas kepemimpinan perempuan melalui pemikiran Kkritis dan
peningkatan kesadaran, kecakapan hidup, solidaritas dan pembelajaran

lainnya yang terkait sehingga peserta Sekolah Perempuan dapat

" Cowater International Inc., MAMPU Forward Plan Phase I1: July 2016 — June 2020 (June
2015) 1-4.
8 Misiyah, wawawancara oleh penulis, 02 Juni 2021.



menjadi pemimpin perubahan sosial di lingkungan mereka.” lou-ibu
yang tergabung dalam Sekolah Perempuan memantau pelaksanaan
Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan luran (JKN-PBI) dan
membantu masyarakat untuk mengakses program tersebut. Dari hasil
pendampingan dan pemantauan, ditemukan bahwa banyak masyarakat
miskin tidak memiliki kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial) Kesehatan sehingga tidak bisa melakukan pengobatan gratis.®
Meskipun mereka memiliki juga terkadang mereka tidak tahu cara
penggunaannya karena kurangnya sosialisasi. Dari adanya kendala-
kendala tersebut, advokasi dimulai dari tingkat desa hingga kabupaten.

Dari hasil-hasil tersebut, didorong oleh sebuah program yaitu
Gender Watch, program pemantauan terhadap JKN-PBI yang
melibatkan tiga aktor yaitu perempuan miskin (sebagai penerima
manfaat program), pemerintah, dan masyarakat sipil seperti akademisi,
pers, dan atau perwakilan organisasi kemasyarakatan.®'Monitoring
yang dilakukan berdasarkan perspektif gender terhadap perlindungan
sosial dan hasilnya berupa sebuah rekomendasi yang didesakan
menjadi kebijakan, anggaran, dan program.®? Sampai berakhirnya
Program MAMPU, kurang lebih terdapat 149 kebijakan di tingkat
desa, kabupaten, dan provinsi yang telah di advokasi oleh KAPAL

Perempuan, 85 Sekolah Perempuan di tingkat desa dengan kurang

9 Program MAMPU, “Mampu Brief Project: Sekolah Perempuan,” April, 2020, diakses pada 20
Juni 2021, https://www.mampu.or.id/pengetahuan/publikasi/project-brief-sekolah-perempuan/.
80 Budhis, wawancara oleh penulis, 02 Juni 2021.

81 Misiyah, wawancara oleh penulis, 02 Juni 2021.

82 Misiyah, wawancara oleh penulis, 02 Juni 2021.
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lebih 200 Kelompok Belajar Komunitas (KBK) di dusun. Program
Sekolah Perempuan juga telah direplika oleh Kementerian PPA dan
KemenDes yang diberi nama “Desa Ramah Perempuan dan Peduli
Anak” 8

b. KLIK PEKKA

PEKKA bersama Program MAMPU mengembangkan sebuah
Program yang bernama KLIK (Klinik Layanan dan Informasi)
PEKKA. KLIK PEKKA menyediakan layanan konsultasi dan
pendampingan mengenai kartu identitas, Program Keluarga Harapan,
Kartu Indonesia Sehat, dan kasus kekerasan dalam keluarga khususnya
kekerasan dalam rumah tangga.®* Program ini dilaksanakan di tingkat
desa dan diselenggarakan oleh Serikat PEKKA yang berada di
beberapa desa di Indonesia. Ibu-ibu yang tergabung di Serikat PEKKA
ini tadinya orang biasa dan tidak berpendidikan tinggi yang kemudian
dilatih dan diberi informasi oleh PEKKA yang akhirnya mampu
menjadi para legal dan kemudian mampu memberikan informasi pada
masyarakat.

KLIK PEKKA menyediakan tiga meja konsultasi yaitu; Meja
Perlindungan Sosial yang melayani tentang PKH, BLT, BPJS, Bantuan
Siswa Miskin dan program sosial lainnya; Meja Dokumen ldentitas
melayani terkait KTP, Akte Kelahiran, KK; dan Meja Konsultasi

Hukum yang melayani konsultasi terkait hukum pidana maupun

8 Budhis, wawancara oleh penulis, 02 Juni 2021.
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perdata.®® Data yang terkumpul dari hasil konsultasi tersebut,
kemudian direkap dan disajikan kepada Pemerintah Desa melalui
Forum Diskusi Kampung. Dalam forum tersebut juga mengundang
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Adat, dan Tokoh
Masyarakat guna mencari solusi dari permasalahan perlindungan sosial
yang kemudian PEKKA sebagai fasilitator mendorong pemerintah
Desa untuk memilih dan membuat solusi tentang persoalan kemiskinan
di Desa nya. Hingga berakhirnya Program MAMPU telah terdapat 486
kegiatan KLIK PEKKA (2014-2020).
c. PIPA-JKN

Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi
bersama Program MAMPU mengembangkan sebuah inisiatif bernama
Pusat Informasi, Pengaduan, dan Advokasi JKN (PIPA-JKN) untuk
mengawasi akses perempuan terhadap program pemerintah yaitu JKN.
Para anggota PIPA-JKN berasal dari Balai Perempuan, sebuah
organisasi yang juga dibentuk oleh KPI. Balai Perempuan berisikan
para perempuan yang diberdayakan untuk mengawasi akses terhadap
JKN dan program perlindungan sosial lainnya dengan cara membantu
menangani keluhan dari perempuan di masyarakat.2®

Data kasus yang tercatat akan diserahkan ke pengurus cabang,

wilayah, dan nasional, dan kemudiana digunakan sebagai bukti untuk

8 Wilu, wawancara oleh penulis, 02 Juni 2021.
8 Program MAMPU, MAMPU: Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan 2012-2020 (Mei, 2019) 7.



melengkapi hasil riset aksi. Riset ini berguna untuk mendukung
advokasi JKN di berbagai tingkat pemerintahan, mulai desa hingga
kabupaten/kota.8” Melalui Program ini KPI dan Program MAMPU
telah membantu 110 perempuan mendapatkan akses program sosial. %
Selain beberapa program atau kegiatan diatas, para Mitra
MAMPU juga aktif mengadvokasi kebijakan terkait area tematik ini;
KAPAL Perempuan sebanyak 78 peraturan, KPI sebanyak 3 peraturan,

dan PEKKA sebanyak 59 peraturan.®®

2. Meningkatkan kondisi kerja dan menghapus diskriminasi di tempat
kerja
Pada area tematik ini, Program MAMPU bersama empat mitra nya
yaitu Yayasan Anisa Swasti (YASANTI), Trade Right Union Center
(TRUC), dan Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA),
berfokus pada pemenuhan hak bagi para perempuan pekerja rumahan.
Perempuan pekerja rumahan ialah perempuan yang bekerja di perusahaan
atau berada di bawah seorang majikan, namun pekerjaan nya dikerjakan di
rumah, kemudian diserahkan lagi kepada perusahaan atau majikan

tersebut.”® Mereka terlibat dalam pekerjaan seperti membuat sepatu

87 Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, Semai untuk Keadilan dan
Demokrasi: Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi Jaminan Kesehatan Nasional (2017) 16.
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menyulam, menjahit pakaian, melinting rokok, dan membuat perhiasan.

Di Indonesia, para pekerja rumahan ini belum diakui keberadaannya
karena tidak ada payung hukumnya. Indonesia pun belum meratifikasi
Konvensi ILO tentang Pekerjaan Rumahan No. 177 tahun 1996. Karena
tidak adanya payung hukum, para pekerja rumahan tidak diakui
keberadaanya. Dampak dari tidak diakuinya para pekerja rumahan ini
adalah mereka tidak mendapatkan upah yang maksimal dan jaminan
sosial. Oleh karena itu, para mitra MAMPU berfokus pada isu untuk
mengorganisir para perempuan pekerja rumahan.

Setelah di organisir menjadi kelompok atau serikat, para anggota
yang tergabung diberdayakan dengan pelatihan dan edukasi tentang hak-
hak nya sebagai pekerja, hak-hak nya sebagai perempuan, perburuhan,
perluasan jaringan, dan perekonomian.®® Dari data mengenai pekerja
rumahan yang telah terkumpul, para mitra MAMPU kemudian mencoba
melakukan advokasi kepada pemerintah nasional maupun sub-nasional.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah terdapat Serikat yang
dibentuk dan dilegalkan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat.®> Hingga
berakhirnya Program MAMPU, telah terbentuk 140 kelompok pekerja
rumahan yang mencakup 3000 perempuan di 159 desa di 23 kabupaten
yang tersebar di 7 provinsi. Pada tahun 2018, para Mitra MAMPU juga
telah berhasil membentuk Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia yang

pertama. Jaringan ini bertujuan untuk meningkatkan upaya advokasi

1 Amin Muftiyanah, wawancara oleh penulis, 18 Juni 2021.
9 Amin Muftiyanah, wawancara oleh penulis, 18 Juni 2021.



bersama untuk mendesak undang-undang mengakui dan melindungi
pekerja rumahan.®® Selain itu, para mitra MAMPU juga telah berhasil
mengadvokasi beberapa peraturan terkait area tematik ini. YASANTI
sebanyak 32 peraturan, BITRA sebanyak 5 peraturan, dan TURC sebanyak

11 peraturan.®*

3. Meningkatkan kondisi migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri

Di area tematik ini, hanya terdapat satu Mitra Nasional MAMPU

yaitu Migrant Care. Program MAMPU bersama Migrant Care berfokus

pada perlindungan para perempuan pekerja migran termasuk keluarganya.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

(BNP2TKI) menyatakan bahwa di tahun 2017, terdapat 60% dari 10 juta
pekerja migran adalah perempuan.

Namun perlu diketahui bahwa menjadi seorang perempuan pekerja
migran memiliki resiko yang cukup tinggi karena rentan terlibat dalam
perdagangan manusia, perekrutan melalui saluran illegal, pelecehan
seksual, upah rendah, pemerasan, dan kekerasan selama bekerja.®® Oleh
karena itu, Migrant Care bersama Program MAMPU membentuk Desa

Peduli Buruh Migran (DESBUMI) pada tahun 2013.%

% Program MAMPU, MAMPU: Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan 2012-2020 (Mei, 2019) 9.
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DESBUMI dibangun guna mendorong terwujudnya perlindungan
terhadap buruh migran khususnya perempuan sejak dari desa. DESBUMI
menyediakan layanan informasi, dokumen, pemberdayaan ekonomi bagi
purna migran, melakukan advokasi kepada pemerintah desa untuk
membentuk peraturan desa yang melindungi warganya, sosialisasi terkait
tata cara bermigrasi yang aman, dan pendataan reguler terhadap para
pekerja migran. Hingga berakhirnya Program MAMPU, telah terdapat 37
DESBUMI yang aktif.

Disamping itu, Migrant Care juga melakukan advokasi hukum di
tingkat nasional, salah satunya adalah Undang Undang tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 18 tahun 2017. Sampai
berakhirnya Program MAMPU, Migrant Care telah berhasil mengadvokasi

60 peraturan baik di tingkat nasional maupun sub-nasional.

Meningkatkan status kesehatan dan gizi perempuan

Angka Kematian Ibu di Indonesia sangat mengkahwatirkan yaitu
menyentuh angka 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Dan juga,
perempuan Indonesia yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan
mengalami malnutrisi. Oleh karena itu, Program MAMPU bersama tiga
mitra  nasionalnya yaitu PERMAMPU, Aisyiyah, dan YKP
mengembangkan beberapa program yang berkaitan dengan kesehatan dan

gizi perempuan.



a. Meneliti Akses Perempuan terhadap JKN

Program MAMPU bersama mitra nya vyaitu YKP,
melaksanakan penelitian dari tahun 2015 hingga 2017 terkait skema
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penelitian ini melibatkan delapan
ribu lima ratus perempuan dan lebih dari dua ribu staff medis dan
administrasi di lima belas kabupaten. Hasil dari penelitian ini
mengemukakan adanya korelasi antara AKI dengan kurangnya akses
JKN dan kesehatan reproduksi. Banyak perempuan Indonesia yang
tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau JKN dan tidak
mengetahui infromasi terkait layanan pemeriksaan kehamilan, kanker
serviks, dan kanker payudara.®” Hasil penelitian tersebut juga
digunakan sebagai dasar pembentukan Pusat Pengaduan BPJS
Kesehatan di 18 lokasi penelitian.

b. Balai Sakinah Aisyiyah

Program MAMPU bersama Aisyiyah mengembangkan sebuah
kelompok yang bernama Balai Sakinah Aisyiyah (BSA) yang
bertujuan untuk mengedukasi para perempuan tentang pentingnya
deteksi dini kanker serviks dan payudara. Aisyiyah yang telah
bekerjasama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), juga
mendorong mereka untuk merespon isu tersebut. BSA juga berhasil
meningkatkan akses perempuan terhadap layanan pemeriksaan Pap

Smear, tes IVA, serta pemeriksaan kanker payudara. Hingga

% Program MAMPU, MAMPU: Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan 2012-2020 (Mei, 2019) 13.



berakhirnya Program MAMPU, BSA telah terbentuk sebanyak empat
ratus sembilan belas kelompok di lima belas kabupaten di provinsi
Kalimantan Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sulawesi
Selatan.%
Advokasi HKSR dan Gizi Perempuan

PERMAMPU bersama mitra lokal nya, berusaha merubah
pandangan perempuan mengenai tubuhnya. Dimana perempuan
diajarkan untuk mencintai dan bangga terhadap bentuk tubuhnya.®®
Selain itu, PERMAMPU juga melakukan pemberdayaan ekonomi
melalui pembentukan Credit Union. Melalui kelompok ini, kemudian
mereka menyuarakan dan memperhatikan mengenai Hak Kesehatan
Seksual Reproduksi (HKSR) di Puskesmas setempat melalui aksi
kolektif yang disebut dengan Forum Komunitas Perempuan Akar
Rumput. Pada tahun 2017, PERMAMPU juga mengadakan penelitian
mengenai asupan gizi perempuan dilihat dari isu gender. Ditemukan
bahwa terdapat perbedaan asupan antara bayi perempuan dan laki-laki,
juga pemenuhan gizi perempuan yang tidak selalu berkaitan dengan
kemiskinan.

Selain beberapa program atau kegiatan diatas, para Mitra
MAMPU juga aktif mengadvokasi kebijakan terkait area tematik ini;

Aisyiyah sebanyak 83 peraturan/kebijakan, PERMAMPU sebanyak

% 1bid., 13.
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125 peraturan/kebijakan, dan YKP sebanyak 159 peraturan atau

kebijakan.1%

5. Mengurangi kekerasan terhadap perempuan
Selama dua belas tahun terakhir, angka Kekerasan terhadap
Perempuan (KtP) cenderung naik. Oleh karena itu pengurangan KtP
adalah permasalahan yang sangat krusial di Indonesia. Program MAMPU
bersama Mitra Nasionalnya yaitu FPL, Komnas Perempuan, dan Yayasan
BaKTI mengembangkan program dan layanan guna melindungi dan

mendampingi para perempuan korban kekerasan.

a. SPPT-PKKTP

Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Penanganan Kasus
Kekerasan terhadap Perempuan adalah salah satu program kolaborasi
antara Komnas Perempuan dan FPL, termasuk Legal Resource Center
untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM). SPPT-
PKKTP mengintegrasikan antara sistem peradilan pidana dengan
pemulihan korban kekerasan. Jadi terdapat koordinasi yang telah
disepakati dalam bentuk MoU, antara aparat penegak hukum
(kepolisian, kejaksaan, pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama,

kanwil kemenkumhan, dan lembaga eksekutif (gubernur)) dengan

100 “MAMPU Partner’s Achievement in Imporving Women’s Health theme,” Program MAMPU,
diakses pada 23 Juni 2021, https://www.mampu.or.id/tema/perbaikan-kesehatan-dan-gizi-
perempuan/.



lembaga advokasi.’®® Di samping itu, LRC-KJHAM juga melakukan
advokasi hukum, dan monitoring serta kampanye HAM.
b. Kelompok Konstituen dan Reses Partisipatif

Kelompok Konstituen dan Reses Partisipatif merupakan hasil
program dari kemitraan Program MAMPU dan BaKTI. Kelompok
Konstituen merupakan organisasi masyarakat akar rumput yang
membela berbagai macam hak perempuan termasuk pengurang KtP.
Dari Kelompok Konstituen ini kemudian BaKTIl mengembangkan
program Reses Partisipatif yang merupakan sebuah forum yang
melibatkan Kelompok Konstituen dan parlemen daerah untuk duduk
bersama merumuskan kebijakan.’%? Di dalam forum ini, Kelompok
Konstituen bertujuan untuk memastikan bahwa permasalahan yang
berasal dari akar rumput dapat direspon dengan baik oleh parlemen
daerah. Dalam area tematik ini, Program MAMPU mendukung
Yayasan BaKTI| dengan meningkatkan kerjasama dengan badan
legislatif di delapan puluh lima desa/kelurahan di tujuh kabupaten/kota
di lima provinsi di Indonesia. Hingga saat ini, Reses Partisipatif sedang
direplikasi oleh FPL.

c. Advokasi kebijakan bersama Komnas Perempuan
Sebagai lembaga independen nasional dalam penegakan HAM

perempuan, Komnas Perempuan memiliki wewenang untuk

101 Nur Laila Hafidhoh, wawancara oleh penulis, 24 Juni 2021.
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mengawasi dan melaporkan segala hal yang berkaitan dengan jalannya
pemenuhan maupun pelanggaran HAM bagi perempuan termasuk
kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, Program MAMPU
mendukung Komnas Perempuan untuk bekerja sama dengan Mitra
MAMPU lainnya guna mengumpulkan data, pengalaman, dan bukti
dari akar rumput untuk membantu mengadvokasi Undang Undang yag
pro terhadap perempuan, seperti UU Penghapusan Kekerasan Seksual.
UU tersebut diharapkan bisa mengisi kekosongan hukum dan
peraturan yang ada melalui perluasan arti dan klausul yang lebih
melindungi hak-hak korban dan penyintas kekerasan seksual. %

Selain beberapa program atau kegiatan diatas, para Mitra
MAMPU juga aktif mengadvokasi kebijakan terkait area tematik ini,
terdapat kurang lebih 455 peraturan/kebijakan yang telah berhasil

diadvokasi.%*

6. Aksi Kolektif untuk Mendukung Tercapainya SDGs di Indonesia

Dalam Program MAMPU fase Il, para Mitra MAMPU didorong

untuk melakukan dan berpartisipasi di dalam berbagai aksi kolektif untuk

mendukung tercapainya SDGs di Indonesia. Adanya aksi kolektif ini

memperluas isu dan dampak bagi para perempuan yang terlibat.1%
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Pemberdayaan Perempuan 2012-2020 (Mei, 2019) 15.

104 “MAMPU Partner’s Achievement in Imporving Women’s Health theme,” Program MAMPU,
diakses pada 23 Juni 2021, https://www.mampu.or.id/tema/pengurangan-kekerasan-terhadap-

perempuan/.

195 Evi Zulyani, wawancara oleh penulis, 24 Juni 2021.



a. Konferensi Tahunan Sustainable Development Goals tahun 2018
Konferensi ini diadakan oleh Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas RI). Dalam konferensi ini, para
Mitra MAMPU turut bersuara pada sesi paralel yang berjudul
Pemberdayaan Perempuan. Salah satu Mitra MAMPU vyang terlibat
secara langsung menjadi pembicara adalah KAPAL Perempuan dan
Yayasan PEKKA. Melalui konferensi ini, para Mitra MAMPU
memaparkan seberapa pentingnya pemberdaayaan perempuan. Untuk
memwujudkan hal tersebut, para Mitra MAMPU mendorong
pemberdaayaan perempuan miskin di akar rumput melalui berbagai
inisiatif.
b. Mengembangkan Proyek Percontohan Penyusunan Rencana AKsi
Daerah (RAD) SDGs tahun 20187
Program MAMPU bersama Mitra MAMPU dan bekerjasama
dengan International NGO Forum Indonesian Development (INFID)
mengembangkan percontohan penyusunan RAD SDGs di enam lokasi
yaitu Banda Aceh yang dipimpin oleh Flower Aceh (anggota
konsorsium PERMAMPU), Kabupaten Cirebon yang dipimpin oleh
‘Aisyiyah, Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Migrant Care,
Kabupaten Maros yang dipimpin oleh Yayasan BaKTI, Kupang yang

dipimpin oleh YKP, dan Provinsi D.l Yogyakarta yang dipimpin oleh

106 “MAMPU KITA Edisi 6: Mitra MAMPU Suarakan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan
dalam Pencapaian SDGs”, Program MAMPU, 2018, 1.

07 “MAMPU KITA Edisi 2: MAMPU Mendukung Kerja Kolektif Mitra untuk Penyusunan
Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”, Program MAMPU, 2018, 3.



KPI. Sepanjang Maret 2018 lalu, keenam lokasi ini telah mengadakan
konsultasi publik maupun sosialisasi RAD SDGs.

Selain itu, di tingkat nasional, Ketua YKP Zumrotin K. Susilo
dan Direktur Migrant CARE Wahyu Susilo turut didaulat menjadi
anggota Panitia Pengarah Tim Koordinasi Rencana Aksi Nasional
SDGs.

¢c. Dialog Regional: “Leave No She Behind” tahun 2018

Forum ini merupakan keberlanjutan dari program kolektif
sebelumnya yaitu konsultasi publik maupun sosialisasi RAD SDGs.
Berlangsungnya forum ini merupakan dalam rangka mendukung
kepemimpinan perempuan dalam pencapaian SDGs yang responsif
gender, inklusif, dan transformatif. Dalam kesempatan ini, para mitra
MAMPU diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya
mengenali isu terkait. Salah satu mitra MAMPU yang terlibat langsung
adalah PERMAMPU yang diwakili oleh 1bu Dina Lumbantobing.

d. Festival Kepemimpinan Perempuan: “Perempuan dan SDGs” tahun
20201°

Acara ini diselenggarakan oleh Mitra MAMPU yaitu Koalisi
Perempuan Indonesia yang bertujuan sebagai wadah untuk menyusun

strategi bersama dalam merespon isu strategis yang berkaitan dengan

108 “MAMPU KITA Edisi 4: Dialog Regional MAMPU Dukung Kepemimpinan Perempuan Capai
SDGs”, Program MAMPU, 2018, 1.
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pencapaian SDGs di Indonesia seperti pendidikan yang berkelanjutan,
penghapusan perkawinan anak, kesehatan perempuan, remaja, dan
anak, pemenuhan hak atas pangan dan keamanan, serta tercapainya
demokrasi dan perdamaian.
e. Forum NTB Maju: “Dari NTB untuk Indonesia: Dukung Pemenuhan
Hak Perempuan dan Anak” tahun 2020
Forum ini merupakan hasil kolaborasi antara mitra MAMPU
yaitu Perkumpulan Panca Karsa (PPK), Yayasan BaKTI, Lembaga
Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM), PEKKA, dan KPI.
Forum ini bertujuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan
berbasis Gender Equality dan Social Inclusion (GESI), membuka
ruang dialog terkait perlindungan perempuan, anak, dan kelompok
rentan, dan memperkuat jaringan masyarakat sipil di NTB untuk

memastikan kedua hal tersebut.

D. Peran Kerjasama Australia — Indonesia melalui Program MAMPU
Hubungan bilateral Australia — Indonesia sudah terjalin cukup lama.
Dari awal masa kemerdekaan hingga saat ini, hubungan keduanya cenderung
naik turun, namun semakin membaik sejak masa pemerintahan Presiden Joko
Widodo. Jika ditinjau dari perspektif konsep hubungan bilateral, jenis

hubungan bilateral Australia — Indonesia saat ini tergolong sebagai hubungan

110 “MAMPU KITA Edisi 13: Mitra MAMPU di NTB Serukan Pemenuhan Hak Perempuan dan
Anak”, Program MAMPU, 2020, 4.



yang kooperatif bahkan dapat menjadi mitra strategis. Hubungan kedua nya
tergolong mutual benefit, berada di bawah payung hubungan bilateral bidang
politik maupun ekonomi.''! Kedua negara tersebut juga telah resmi menjadi
comprehensive strategic partnership setelah tertandatangani nya IA-CEPA.

Dari bentuk hubungan yang telah sangat baik ini, kemudian
diwujudkan dalam bentuk kooperasi, yaitu kerjasama bilateral antara Australia
dan Indonesia. Dalam penelitian ini yang dimaksud yaitu terkait Program
MAMPU. Kerjasama bilateral sendiri memiliki beberapa pola yang dapat
membantu untuk mengidentifikasi bahwa sesuatu tersebut adalah sebuah
kerjasama bilateral.

Yang pertama yaitu kebijakan aktual dari negara pelopor, dalam kasus
ini Australia menawarkan hibah dalam bentuk sebuah kemitraan; kemudian
yang kedua dan ketiga adalah persepsi dan aksi sebagai sebuah respon dari
kebijakan tersebut (dari Australia) oleh pembuat keputusan di negara yang
dituju, dalam hal ini yang dituju Australia adalah Indonesia. Respon
pemerintah Indonesia sendiri pada saat itu merespon dengan baik dan tidak
sekedar menerima saja namun Indonesia juga berusaha memanfaatkan hal
tersebut.!'? Kemudian yang terakhir adalah persepsi dari pembuat keputusan
di Australia, dalam hal ini Program MAMPU berada di bawah DFAT yang
memang mengedepankan kebijakan luar negeri yang pro terhadap gender

mainstreaming dan social inclusion.
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Dalam penelitian ini, Program MAMPU dapat dikategorikan dalam
kerjasama bilateral di bidang sosial karena pada dasarnya Program MAMPU
berfokus pada tujuan-tujuan sosial yang berkaitan langsung dengan
masyarakat khususnya terkait pemberdayaan perempuan dan kesetaraan
gender yaitu pada fase | Program MAMPU berfokus pada penanggulangan
kemiskinan dan fase Il befokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan.

Di samping itu, Program MAMPU juga berperan sebagai alat untuk
mewujudkan kepentingan dalam negeri dan menciptakan keuntungan bagi
Australia-Indonesia. Meskipun kedua hal tersebut tidak harus sama, tapi tetap
harus bersifat timbal balik. Bagi Indonesia, adanya Program MAMPU
dimanfaatkan untuk mendukung prioritas pembangunan negara yang terkait
dengan SDGs.**® Indonesia sebagai negara berkembang tentu membutuhkan
mitra pembangunan untuk mewujudkan target SDGs yang sangat
komprehensif dan mendalam. Kondisi Indonesia yang memiliki kekurangan
dana dan isu gap Kkebijakan dengan implementasinya, tentu sangat
membutuhkan kerjasama ini.

Bantuan yang diberikan Australia yakni berupa hibah jasa dan
anggaran sangat relevan dengan permasalahan yang dimiliki pemerintah
Indonesia. Manfaat yang diberikan pun sangat luas, para perempuan yang

menjadi sasaran utama dalam program ini mendapatkan pengetahun, pelatihan
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kepemimpinan, dan peningkatkan kapasistas untuk memperjuangkan hak-hak
nya.

Manfaat dari bantuan ini juga dapat dirasakan oleh LSM yang bermitra
dengan Program MAMPU. Sebagai Mitra MAMPU, mereka mendapatkan
fasilitas berupa penguatan kapasitas lembaga dalam bentuk pelatihan-pelatihan
sesuai dengan bidangnya dan anggaran untuk melaksanakan program kerja
yang akan dibangun bersama Program MAMPU.

Dari kemitraan Program MAMPU bersama LSM ini, juga memberikan
manfaat bagi pengawasan implementasi kebijakan pemerintah Indonesia. LSM
yang bertemu langsung dengan masyarakat dapat turut mengawasi
implementasi kebijakan pemerintah serta membawa permasalahan yang
berasal dari grass-root sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat
hingga desa sebagai pembuat kebijakan.

Sedangkan bagi Australia, kerjasama ini dapat mewujudkan komitmen
nya untuk membantu negara lain mencapai SDGs seperti yang tertuang dalam
2017 Foreign Policy White Paper. Melalui kerjasama bilateral yang salah
satunya diwujudkan dalam bentuk program bantuan pembangunan seperti
Program MAMPU ini, Australia menyatakan bahwa hal ini mencerminkan
nilai-nilai sekaligus kepentingan dalam negeri nya. Dimana Australia percaya
bahwa berinvestasi pada pembangunan negara lain akan meningkatkan
keamanan dan kemakmuran negara nya sendiri.

Disamping itu, Australia juga dapat mewujudkan empat komitmen

yang tertuang dalam strategi pemberdayaan wanita dan kesetaraan gender



yang telah mereka tulis yaitu mengintegrasikan bidang tersebut dengan
kebijakan luar negeri nya. Melalui Program MAMPU, Australia secara tidak
langsung juga melakukan perputaran ekonomi dengan terpilin nya Cowater
Australia sebagai managing contractor dari program ini. Para pekerja yang
berasal dari perusahaan tersebut merupakan sebagian besar warga negara
Australia dan upah yang mereka dapatkan akan digunakan salah satu nya
untuk memenuhi kewajibannya di Australia seperti membayar pajak. Para
pekerja yang berasal dari Australia juga dapat mengasah kemampuan dan
memperkaya pengetahuan serta pengalaman mereka dengan bekerja di
Indonesia.

Di tingkat global, Australia pun akan mendapatkan citra yang baik
karena telah berkontribusi dan membantu negara berkembang untuk maju.
Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa kerjasama Australia-Indonesia melalui
Program MAMPU merupakan hubungan yang timbal-balik sesuai dengan
peran dari kerjasama bilateral itu sendiri.

Tidak hanya bersifat timbal-balik, kerjasama Australia-Indonesia
melalui Program MAMPU juga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi
bagi perempuan-perempuan yang telah menerima manfaat secara langsung.
Melalui program seperti KLIK PEKKA dan Sekolah Perempuan, para
perempuan Indonesia dapat meminimalisir pengeluaran individu maupun
rumah tangga mereka dengan adanya peningkatan akses sosial. Disamping itu,
para perempuan Indonesia melalui Credit Union juga akan menambah

pemasukan ekonomi mereka dengan berwirausaha.



Secara tidak langsung, para pekerja yang tergabung di Cowater
Australia juga mendapatkan manfaat peningkatan ekonomi tersebut melalui
adanya lapangan pekerjaan bagi mereka. Kerjasama ini secara tidak langsung
juga mendorong adanya pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya.
Contohnya, para ahli Australia yang bekerja di Indonesia tentu akan mengenal
budaya Indonesia. Ketika para ahli tersebut bertemu masyarakat lokal atau
desa maupun Mitra MAMPU, mereka juga dapat berbagai ilmu pengetahuan

dan kebiasaan-kebiasaan baik yang dapat diterapkan oleh mereka.

E. Program MAMPU dalam Mendukung Tercapainya Sustainable
Development Goals di Indonesia tahun 2017 — 2020
Salah satu tujuan dari Program MAMPU fase Il adalah untuk
mendukung tercapainya SDGs, lebih tepatnya pada SDGs nomor 1, 2, 3, 5 dan
8.1 SDGs sendiri mencakup 17 tujuan yang komprehensif dan detil. Oleh
karena itu kesesuaian Program MAMPU dengan SDGs dapat dipetakan
dengan melihat korelasi antara realisasi Program MAMPU dengan 17 tujuan

SDGs yang ada.

Tabel 4.5.1
Kesesuaian Area Tematik 1 Program MAMPU dengan SDGs
Realisasi Program MAMPU Target SDGs yang terkait
e PIPA-JKN Tujuan1-1.3;1.4;15;1b
e KLIK PEKKA Tujuan 3-3.8
e  Sekolah Perempuan Tujuan 5-5.1;5.5; 5.a; 5.c
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Gender Watch Tujuan 10 - 10.2

Advokasi Kebijakan Tujuan 16 — 16.1; 16.9; 16.10; dan 16.b

Sumber: Data diolah oleh Penulis

Kesinambungan antara area tematik satu dari Program MAMPU yaitu

peningkatan program perlindungan sosial dinyatakan oleh Ibu Wilu selaku

Koordinator Program MAMPU dari PEKKA, sebagai berikut:

Program MAMPU ini kan lebih dekat dengan SDGS goals 1 sampai 5
khususnya yang SDGs 5 yang Kesetaraan Gender. Jadi kalau ditanya
bagaimana keterikatannya dengan KLIK ya bisa dibilang sangat erat
khususnya dengan SDGs nomor 5 karena kan di situ kesetaraan gender
disitu salah satu indikator keberhasilan SDGs adalah ketika perempuan
memiliki relasi yang setara, ketika perempuan mendapatkan akses
layanan informasi, mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan.
Nah melalui KLIK ini kami memberikan layanan seperti pelayanan
dasar program perlindungan sosial, kemudian tentang hukum. Dari
kegiatan itu kami yakin sangat mampu mencapai goals 5 untuk
kesetaraan gender itu. Memang tidak mengakhiri ketidak setaraan,
tetapi mengurangi ketidak setaraan kemudian = mempercepat
masyarakat Indonesia untuk mencapai goals 5 itu. Karena memang
Program MAMPU ini spesifik di pemberdayaan perempuan Ya,
sehingga memang sangat sangat relevan dan itu di perlukan. Karena
kalau tidak ada intervensi Program MAMPU, saya rasa berat untuk
mencapai goals 5, karena di dalam Program MAMPU ini semua mitra
MAMPU bergerak bersama untuk bisa mencapai sasaran goals 5 ini
atau kesetaraan gender ini.**°

Dari pemamaparan di atas, dapat diketahui bahwa program

peningkatan akses sosial dan layanan dasar di PIPA-JKN dan KLIK PEKKA

mendukung tercapainya tujuan SDGs, khususnya nomor 1.3; 1.4; 1.5; 3.8; dan

16.9 yang bersinggungan langsung pada topik peningkatan akses sosial dan

pemerataan akses sumber daya ekonomi serta pelayanan dasar yang terkait

sehingga dapat membangun ketahanan masyarakat miskin dan rentan terhadap
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krisis dan bencana serta seluruh penduduk mendapatkan identitas hukum yang
sah.

Melalui Sekolah Perempuan, para perempuan Indonesia yang
mendapatkan peningkatan kapasitas dapat membantu mengurangi adanya
kekerasan terhadap perempuan karena mereka dapat melawan, dan mereka
juga dapat berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan yang mendukung
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan seperti tujuan SDGs nomor
5.1;5.5;10.2; dan 16.1.

Kerjasama Program MAMPU dan LSM terkait dalam bidang advokasi
maupun pengawasan kebijakan seperti program Gender Watch di tingkat desa
hingga nasional juga mendukung tercapainya tujuan SDGs nomor 5.a; 5.c;
16.10 dan 16.b. Tujuan-tujuan tersebut menegaskan bahwa diperlukan adanya
reformasi hukum untuk menambah kebijakan yang non-diskriminatif,
mendukung  pembangunan  berkelanjutan, kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan serta menghapus kebijakan-kebijakan yang tidak

mendukung hal tersebut.

Tabel 4.5.2
Kesesuaian Area Tematik 2 Program MAMPU dengan SDGs
Realisasi Program MAMPU Target SDGs yang terkait

Tujuan1-1.1;1.2;1.3;1.4
e Kelompok Pekerja Rumahan

Tujuan 5-5.1;5.5; 5.a; 5.c
e Jaringan Pekerja Rumahan Nasional

Tujuan 8 - 8.5; 8.8;
e  Advokasi kebijakan/peraturan

Tujuan 16 - 16.7

Sumber: Data diolah oleh Penulis.



Pada area tematik dua yaitu perbaikan kondisi kerja dan mengurangi
diskriminasi di tempat kerja, Ibu Amin Muftiyanah selaku Direktur Yayasan
Anisa Swasti berpendapat jika Program MAMPU dapat membantu Indonesia

mendukung tercapainya SDGs:

Ya kalau saat ini sudah proses kesana ya. Tapi kalau dari sisi pekerja
rumahan, karena memang sebelumnya belum ada, kemudian sekarang
ada, kemudian juga ada kapasitas, kemudian mereka juga bisa
melakukan advokasi dan dia (para pekerja rumahan) juga sudah
merasakan dampaknya, saya Kira itu sangat memberikan kontribusi.
(untuk kesesuaian dengan SDGs) Baik untuk nomor 5, nomor 1, nomor
2, nomor 8 yang kaitannya dengan pekerjaan, kemudian 5 kaitannya
dengan perempuan sendiri, itu kan sangat terkait dan itu sangat connect
langsung, gitu mbak. Dan YASANTI advokasi secara nasional
bersama sama dengan mitra nasional juga melakukan advokasi terkait
SDGs ini.!®

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa para perempuan pekerja
rumahan di Indonesia merasa terbantu dengan adanya bantuan-bantuan dari
Program MAMPU dan mitranya. Dimana isu ini merupakan isu yang cukup
lama namun tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia. Adanya
intervensi dari Program MAMPU mendukung tercapainya SDGs di Indonesia
Khususnya nomor 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 dan 8.5 yang menyatakan tentang
pengurangan kemiskinan, peningkatan perlindungan sosial melalui pemerataan
akses sumber daya ekonomi dan mendapatkan pekerjaan yang layak, tetap,

produktif serta upah yang setara.

Kelompok pekerja rumahan yang telah diberdayakan juga berangsur

dapat memperjuangkan hak-hak nya sendiri. Dibantu oleh Mitra MAMPU dan
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Program MAMPU, para pekerja rumahan juga mengadvokasi kebijakan yang
berkaitan dengan mereka sehingga dapat mengurangi hambatan seperti adanya
diskriminasi, ketidak setaraan upah, dan tidak mendapatkan pengakuan
sebagai pekerja yang sah. Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs nomor 5.1; 5.5;

5.a; 5.c; 8.8; dan 16.7 yang memaparkan tentang reformasi hukum.

Tabel 4.5.3
Kesesuain Area Tematik 3 Program MAMPU dengan SDGs
Realisasi Program MAMPU Target SDGs yang terkait

Tujuan1-1.1;1.2;1.3;1.4

o DESBUMI Tujuan 5-5.1; 5.2; 5.5; 5.c

o Advokasi kebijakan/peraturan Tujuan 8 - 8.5; 8.6; 8.8

Tujuan 16 - 16.7

Sumber: Data diolah oleh Penulis.
Integrasi antara Area Tematik 3 yaitu perlindungan buruh migran
dengan SDGs juga dikemukakan oleh lbu Evi Zulyani selaku Data and

Publication Officer Migrant Care:

Sudah vya, karena kan sebelum ada SDGs Migrant Care juga sudah aktif
mengadvokasi MDGs. Jadi memang sudah jadi mainstreaming advokasi dari
Migrant Care. Apalagi setelah ada SDGs yang luas banget, goals nya banyak,
lengkap banget. Kalau kamu baca spotlight spolitght nya Migrant Care, jadi
Migrant Care pernah bikin kayak alternative report nyaa VNR SDGs ya
tahun 2019 lalu. Bahkan kan Migrant Care juga mengirim salah satu staff
kami ke session nya UN buat jadi salah satu peserta gitu, jadi nanti kalau
terkait SDGs aku bisa jawab iya, dampak banget.!’

Berdasarkan data di atas, program DESBUMI mendukung tercapainya
SDGs di Indonesia. Karena program ini memfasilitasi perempuan pekerja

migran untuk mendapatkan pendampingan serta informasi migrasi yang aman
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mulai dari desa. Selain itu, DESBUMI juga memberdayakan para purna
migran untuk berwirausaha. Kegiatan ini mendukung tercapainya SDGs
nomor 5.1; 5.2; 8.5; 8.6; dan 8.8 yang berfokus pada penghapusan
diskriminasi , perbudakan modern, dan kekerasan terhadap perempuan, serta
mendukung pengurangan pengangguran bagi pemuda, terciptanya pekerjaan
yang layak, kesetaraan upah dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman
khususnya bagi pekerja migran.

Di samping itu, Migrant Care dan Program MAMPU juga fokus
terhadap advokasi kebijakan guna melindungi pekerja migran dengan
melibatkan para pekerja terkait. Hal ini sesuai dengan tujuan SDGs nomor 5.5;
5.c; dan 16.7 yaitu diperlukan adanya hukum yang representatif, inklusif,
partisipatif, mendukung pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender,

serta inklusif.

Tabel 4.5.4

Kesesuaian Area Tematik 4 Program MAMPU dengan SDGs

Realisasi Program MAMPU Target SDGs yang terkait
e Pusat pengaduan BPJS-Kesehatan Tujuan1-1.3;1.4
e Balai Sakinah Aisyiyah Tujuan 2 - 2.1; 2.2;
e One Stop Service and Learning Tujuan 3-3.1; 3.7
e Credit Union dan Forum Komunitas Tujuan 5-5.1; 5.5, 5.6; 5.

Perempuan Akar Rumput
Tujuan 16 - 16.7; 16.b

e  Advokasi kebijakan/peraturan

Sumber: Data diolah oleh Penulis.

Kesesuaian Program MAMPU di bidang peningkatan gizi dan

Kesehatan reproduksi perempuan juga dinyatakan oleh Ibu Dina selaku



perwakilan dari PERMAMPU:

Sangat sesuai. Jadi waktu itu kami khusus loh diingatkan oleh
MAMPU untuk menggunakan SDGs sebagai acuan. Tentu saja karena
kami perempuan miskin, tentu aja tujuan 5 itu langsung semua. Jadi
kalo kaya PERMAMPU (tujuan) 3, 4, 5 itu udah pasti ditangani.
Karena sangat sesuai dan kami menyatakan, kami berkontribusi pada
keberhasilannya karena kami sangat peduli tentang masalah kesetaraan
gender. Kami juga sangat concern dengan kesehatan dan ditengahnya
itu semua pendidikan. Jadi orang itu harus benar-benar mengerti apa
arti sehat. SDGs itu baru tiga saya sebut, sebenarnya banyak
didalamnya. Kami benar-benar perhatikan betul, terus ada kemiskinan
kan, baru setelah itu soal ketimpangan. 8

Dalam area tematik ini, Program MAMPU bersama para Mitra nya
berusaha mendukung tercapainya SDGs di Indonesia yang berkaitan dengan
gizi dan kesehatan perempuan. Pusat Pengaduan BPJS-Kesehatan, Balai
Sakinah Aisyiyah, dan One Stop Service and Learning yang berfokus pada
peningkatan akses kesehatan dan gizi perempuan khususnya kesehatan
reproduksi dan seksual. Program kerja ini mendukung tercapainya tujuan

SDGs nomor 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 3.7 dan 5.6.

Melalui Credit Union dan Forum Perempuan Akar Rumput, para
perempuan yang tergabung juga diberdayakan di bidang ekonomi dan menjadi
para legal agar dapat membela hak-hak nya. Dimana mereka diajarkan untuk
menabung, berwirausaha, dan menjadi pemimpin bagi diri sendiri nya sendiri
dan lingkungan sekitar. Hal ini tentu secara bertahap akan meningkatkan
kesejahteraan ekonomi mereka. Adanya kegiatan ini secara langsung

mendukung tercapainya SDGs di Indonesia nomor 5.1; 5.5; 5.c; 16.7 dan 16.b.
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Tabel 4.5.5
Kesesuaian Area Tematik 5 Program MAMPU dengan SDGs

Realisasi Program MAMPU Target SDGs yang terkait
e SPPT-PKKTP Tujuan1-1.3;1.4
e Monitoring dan Kampanye HAM Tujuan 5 - 5.1; 5.2; 5.3; 5.5; 5.a3; 5.b;
e Kelompok Konstituen 5.c
e Reses Partisipatif Tujuan 16 - 16.7; 16.b
e Advokasi Kebijakan

Sumber: Data diolah oleh Penulis.

Adanya kesinambungan antara Program MAMPU di area tematik lima
yaitu pengurangan kekerasan terhadap perempuan juga disampaikan oleh lbu
Nur Laila Hafidhoh selaku Direktur LRC-KJHAM:

Kegiatan-kegiatan ini jelas mendukung SDGs ya, khususnya goals 5.

Sebenernya tidak hanya goals 5. Tapi secara umum Program MAMPU

ini kan untuk pengurangan atau penghapusan kekerasan terhadap

perempuan. Itu sudah sangat jelas banget dari seluruh program-
program nya, sangat mendukung untuk mencapai SDGs goals 5.1°

Untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan, seperti yang
tercantum di atas, Program MAMPU dan mitra nya menciptakan program-
program yang fokus pada penanganan hal tersebut seperti SPPT-PKKTP. Hal
ini sejalan dengan SDGs nomor 1.3; 1.4; 5.1; 5.2; dan 5.3 yang menyatakan
tentang peningkatan perlindungan sosial dan pengurangan praktik-praktik
berbahaya dan kekerasan terhadap perempuan.

Para mitra juga melakukan advokasi hukum melalui reses partisipatif,

kelompok konstituen, monitoring dan kampanye HAM guna meninjau

kebijakan yang telah ada serta mendukung kebijakan-kebijakan baru yang
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mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini mendukung
tercapainya tujuan SDGs nomor 5.5; 5.a; 5.b; 5.c 16.7; dan 16.b.

Dari keseluruhan tabel dan analisis kesesuaian yang telah dipaparkan
di atas, juga didukung dengan pernyataan dari para Mitra MAMPU, dapat
diketahui bahwa Program MAMPU memiliki kesinambungan dengan SDGs.
Hal ini dapat diartikan bahwa Program MAMPU melalui program kerjanya
dapat membantu dan atau mendukung tercapainya SDGs di Indonesia pada
tahun 2017 hingga 2020.

Program MAMPU juga memenuhi Universal Value dari SDGs yaitu
Program MAMPU merupakan sebuah kerjasama yang berfokus pada
pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Dalam berkegiatan dan
pelaksanaan program kerjanya, Program MAMPU bersama para mitra
menggunakan pendekatan HAM (HRBA) dengan cara terjun langsung ke
lapangan untuk berinteraksi dengan masyarakat tanpa memandang ras, suku,

budaya, dan agama (LNOB).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemamparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama
Australia-Indonesia melalui Program MAMPU berperan sebagai bentuk
pemenuhan kepentingan dalam negeri dari kedua negara tersebut. Sesuai
dengan karakteristik dari kerjasama bilateral, baik Australia maupun Indonesia
sama-sama memiliki tujuan dan bisa mendapatkan keuntungan. Kepentingan
Indonesia untuk memenuhi prioritas pembangunan negara yang berkaitan
dengan SDGs, terjawab oleh adanya Program MAMPU. Program ini
mendukung tercapainya SDGs di Indonesia melalui banyak program kerja dan
advokasi hukum yang dikerjakan bersama dengan para Mitra MAMPU. Dari
kegiatan-kegiatan tersebut, Program MAMPU paling tidak sudah menyasar dan
memberikan dukungan secara langsung pada 7 dari 17 tujuan dan 27 dari 169
target SDGs yang ada. Sesuai dengan fokus dari program ini Vyaitu
pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, target yang disasarpun tidak
jauh dari tema tersebut. Misalnya target 1.3 tentang penerapan sistem
perlindungan sosial yang tepat bagi seluruh lapisan masyarakat dan target 5.a
tentang reformasi hukum nasional agar memfasilitasi perempuan untuk
mendapatkan hak yang sama atas sumber daya alam, sumber daya ekonomi,

kontrol dan kepemilikan tanah serta warisan.
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B. Saran

Ditinjau dari pemaran data di atas, mulai dari penyajian data, analisis data
hingga kesimpulan. Penulis hendak memberikan saran kepada pemerintah
Indonesia untuk segera mereplikasi Program MAMPU menjadi program
pembangunan nasional. Karena melalui design program seperti itu, terbukti
mampu mendukung tercapainya Sustainable Development Goals yang juga
menjadi indikator pembangunan nasional RI. Berdasarkan diskusi penulis
dengan para mitra MAMPU vyang terlibat dalam penelitian ini, mereka juga
mengharapkan hal yang sama. Diharapkan juga pemerintah Indonesia membuat
kebijakan yang responsive terhadap isu perempuan, masyarakat miskin, pekerja
rumahan, pekerja migran dan buruh perempuan.

Bagi pemerintah Australia, penulis menyarankan untuk memperluas hibah
yang diberikan kepada negara-negara berkembang maupun yang terbelakang
seperti negara-negara di benua Afrika. Kemudian, bagi peneliti yang akan
memilih topik yang sama, penulis menyarankan untuk melakukan observasi
lapangan kepada seluruh Mitra nasional MAMPU, karena penggalian data
dalam penelitian ini hanya terbatas pada wawancara online kepada salah satu

LSM per area tematik.
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